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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinera (LKj) Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan IVTahun 2025 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dar Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang balk (good governance)mendorong
peningkatan pelayanan publik danmencegah prakiek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya
danPegawal Negen 5ipil pada khususnya bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan Kinena organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian Kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagal media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan kegiatan

dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025yang telah ditetapkan.

Ditanda tangam secara elektronik oleh:
Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

SEITYANA, 5 Sos M 5:
Pembina Utama Muda
NIP. 196807091990031008
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak,

mempunyai tugas membantu ‘Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan
masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anakmenyelengggarakan fungsi,
sebagail berikut -

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan
masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak

2. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan
perlindungan perempuan dan anak;

3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan
perlindungan perempuan dan anak;

4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretarnat;

6. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar
operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) bidang
tugasnya;

7. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kernja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Wal Kota Pekalongan Nomor 34
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80
Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB li
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Peranjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui pernanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pember amanah atas kinera terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungs!, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut -

Tabel 2.1
Peranjian Kinerja Perubahan Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2025
NO TUJUANISASARAN INDIKATOR | TARGE
STRATEGIS KINERJA T RETERANGAN
Tujuan :
1. | Meningkatkan Kualitas Indeks 9555 | Formulasi: IKM Tahun N
Pelayanan Publik Kepuasan indeks | Tipe Capaian - Semakin Tinggi
Masyarakat Semakin Baik
| Sumber data : Bagian Crganisasi
2. | Optimalisasi Indeks 65,31 Formulasi : Release dari BPS
Pengarusutamaan Pemberdayaa indeks | Tipe Capaian : Semakin Tinggi
Gender n Gender Semakin Baik
(IDGE] Sumber data : BPS
3. | Optimalisasi Kategori Kota | Mindya | Formulasi : Kategori penghargaan
Pengarusutamaan Hak Layak Anak hasil evaluasi Kab/Kota Layak Anak
Anak pada tahun n yang diberikan oleh

Kementerian PPPA RI
Tipe Capaian - Semakin Tingai

Semakin Baik
Sumber data - Kementerian PPPA
. Rl
Sasaran Strategis :
1. | Meningkatnya Nilai  SAKIP | 83,45 | Formulasi - Hasil Nilai Evaluasi AKIP
Akuntabilitas Kinerja COPD indeks | OPD Tahun N
Perangkat Daerah Tipe Capaian - Semakin Tinggi
Semakin Baik
Sumber data  Inspektorat
2. | Meningkainya Swadaya | Persentase 9.45 Formulasi - (Anggaran swadaya
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NO TUJUANISASARAN INDIKATOR | TARGE
STRATEGIS KINERJA T RETERANGAN
| Masyarakat dalam swadaya persen | yang dikeluarkan oleh masyarakat
Pembangunan Berbasis | masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana
Masyarakat dalam prasarana kelurahan dibagi Dana
pembangunan kelurahan (APBD) yang digunakan
berbasis uniuk pelaksanaan kesgiatan sarana
masyarakat prasarana kelurahan) x 100
Tipe Capaian Semakin Tinggi
Semakin Baik
Sumber data - DPMPPA
3. | Meningkatnya Indeks 26,56 | Formulasi : Persentase sumbangan
Sumbangan Pendapatan | sumbangan indeks | pendapatan perempuan pada tahun
Perempuan pendapatan n (hasil rilis BPS)
perempuan Tipe Capaian Semakin tinggi
dalam DG semakin baik
| Sumber data - BPS
4 | Meningkatnya Skor Kota | SkorKota 7699 | Formulasi - Skor KLA hasil evaluasi
Layak anak Layak Anak skor Kementerian PPPA RI
Tipe Capaian Semakin  tinggi
semakin baik
Sumber data : Kementerian PPPA
| RI
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Rp APED-P
Pemerintahan Daerah 3.329.815.000.00
Kabupaten/Kota
2 Program Peningkatan Kerja Sama Rp APED-P
Desa 1.391.750.000,00
3 Program Administrasi Rp APBD-P
Pemerintahan Desa 31.1758.000_00
4 Program Pemberdayaan Rp APED-P
Lembaga Kemasyarakatan, 875 545 000,00
Lembaga Adat Dan Masyarakat
Hukum Adat
5 Program Pengarusutamaan Rp APBD-P
Gender dan Pemberdayaan 1590.845.000,00
Perempuan
& Program Perlindungan Rp APED-P
Perempuan 64.459 000,00
7 FProgram Pemenuhan Hak Anak Rp APBD-P
(PHA) 161.820.000,00
& Program Perlindungan Khusus Rp APED-P

Anak

Jumlah

50.211.000,00

Rp
6.095.623.000,00
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak sampai denganTnwulan |V Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasiindikator
kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi! realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan
rUmus:

2 Apabila semakin tinggl realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerna
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerna,
digunakan rumus :

Targst
Capaian Indikator Kinerja = Reslisa=  x 10094

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiens| penggunaan sumber daya sebagai berikut :

capaian Kineérja
£ 2y —1x100
Efisiensi= 1‘ capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesual
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat | Kategori
801 s.d. lebib Sangat Tingagi / Sangat Berhasil
751sd 90 Tingai / Berhasil
65.1s.d 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd, 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinera Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anaksampal dengan Triwulan VTahun 2025

sebagaimana tabel 2 3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerna Tujuan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Tnwulan IVTahun 2025

Target | Target | Realisas o
Tujuan Indikator Kinerja | Satuan | Tahuna s.d. is.d TW Ca ;ian
n TW IV \ P
2 3 4 5 6 T 3
Meningkatkan
Kualitas ndeks Kepuasan | indeks | 9555 | 9555 |  99.02| 10363
Pelayanan Publik s bl
Optimalisasi Indeks
2. | Pengarusutamaan | Pemberdayaan indeks 6531 A MAA NNAA
Gender Gender (IDG)
Optimalisasi X .
3. | Pengarusutamaan Eateg};(o; Kzta katggur Nindya Nirrdy MNindya 100.00
Hak Anak e ' &
Rata-rata Capaian 101,82

Dan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinera tujuan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Trniwulan IV

adalah 101.82%, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tujuan Menmingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat target yang ditetapkan 95 55.
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil Survey kepuasan
masyarakat dilakukan penilalan oleh organisasi yang dirnlis per semester.
Realisasi semester || adalah 99 02, sehingga capaian kinerja sampal dengan
Triwulan IV adalah 103.63%, melebihi target yang telah ditetapkan;

2 Tuuan Optimalisasi Pengarusutamaan Gender, dengan indikator Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) target yang ditetapkan 65,31
Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sampai dengan akhir
triwulan WBFS belum merilis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), sehingga

capaian kinerja masi N/A;
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3. Tujuan Optimalisas! Pengarusutamaan Hak Anak, dengan indikator Kategori
Kota Layak Anak.
Realisasiindikator Kategori Kota Layak AnakAdalah Nindya, sehingga capaian
kinerja sampai dengan Trnwulan |V adalah 100% Berdasarkan Keputusan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor - 85 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat dan
Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025, ditetapkan
Kota Pekalongan memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan
Kategorn Mindya.

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan IV Tahun 2025

. Target | Targe | Realisa Yo
1: :t?':taer;ir; Inl;i’:;artj:r Sart‘ua Tahuna | ts.d. | sis.d. | Capaia
n TWIV| TWIV n
| 1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Meningkatnya Nilai SAKIFP indeks 8345 | 8345 8355 | 100,12
Akuntabilitas OPD
Kinerja
Perangkat
Daerah
- 2 | Meningkatnya Perseniase perse 949 | 9§49 1030 | 10854
Swadaya Swadaya n
Masyarakat Masyarakat
dalam dalam
Pembangunan Pembangunan
Berbasis Berbasis
Masyarakat Masyarakat
3 | Meningkatnya Indeks indeks 2856 | 2856 MNA MNAA
Sumbangan Sumbangan
Pendapatan Fendapatan
Perempuan Perempuan
dalam IDG
- 4 | Meningkatnya Skor Kota skaor 7699 | 7699 N4 M4
Skor Kota Layak | Layak Anak
anak
Rata-rata Capaian | 104 33
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinera sasaran strategis

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

sampal dengan Triwulan IV adalah 104 33%, dengan penjelasan sebagai

berkut -

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan
indikator nilal SAKIP OPD target yang ditetapkan 83 45
Berdasarkan surau nomor: 700.1.2.8/033.17/RHS/2025 tanggal 1 Oktober
2025 perihal Laporan Hasil EBEvaluasi AKIP Tahun 2025, bahwa untuk
penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebesar 83 55 dengan
predikat A. Sehingga, capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,12%
atau melebihi target yang telah ditetapkan;

2. Sasaran Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis
Masyarakat, dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam
pembangunan berbasis masyarakat target yang ditetapkan 9, 49%
Berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun
2025 bahwa anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan 10 30%, angka tersebut
diperoleh dar anggaran fisik sarana dan prasara dana kelurahan (APBD)
sebesar Rp 3503544 4580 00 dengan jumlah swadaya sebesar Rp
360.806.000 00. Sehingga, capaian untuk indikator persentase swadaya
masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat sebesar 108, 54%
atau melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan, dengan
indikatorindeks sumbangan pendapatan perempuan dalam |DG target yang
ditetapkan 26.56.

Capalan Indikator Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG
sampal dengan akhir tnwulan IV BPS belum merlis Indeks sumbangan
pendapatan perempuan dalam IDG, sehingga capaian kinerja masihMN/A;

4. Sasaran Meningkatnya Skor Kota Layak Anak dengan indicator Skor Kota Layak
Anak target yang ditetapkan 7699
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Berdasarkan Keputusan Mentenn Pemberdayaan Perempuan dan

85 Tahun 2025 tentang
Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor :

Anak Tahun 2025 ditetapkan Kota Pekalongan memperoleh penghargaan
Kota Layak Anak dengan Kategon Mindya Namun Kementerian PPPA Rl
tidak merilis skor kota layak anak, sehingga capaian Indikator Skor Kota
Layak AnakMN/A.

C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung
dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program
dan kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.5
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025
Fagu Pagu i
: : Target s.d. Realisasisd. | Capaian
FOsim Anggaran | Pembanan | trwulan v | Trwulan IV | (V4T
{Rp) (Ro) o0}
2 3 4 & L]
Pragram Penunjang 3.890.857.000 | 332981500 | 3.329.315.00 | 2978546398 84 45
Urusan Pemerintahan 0 i}
Daeran Kabupaten/Kota
Pragram Peningkatan RE7 400,00 | 1.391.750.00 | 139175000 | 1.391.171.000 | 95 96
Kerja Sama Desa 0|0 0
Program Administrasi 32.528.00 3 ATT.800 100,00
Pemerintahan Desa 0| 31.178.000 31178000
Program Pemberdayaan 746.116:00 860.577 480 93,29
Lembaga 0 | 875.545.000 &75.545.000
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat
Frogram 165.940.00 189.703.500 99 40
Pengarusutamaan 0 | 190.845.000 190.845.000
Gender dan
Femberdayaan
Ferempuan
Program Perlindungan 7361200 | 64 459.000 4T 177270 7318
Perempuan 1] 64459000
Program Pemenuhan 21561500 | 161.8320.000 160.895 900 | 99,43
Hak Anak (FHA) 0 161.820.000
Program Perlindungan 58.895.000 45 534 300 90,69
Khusus Anak 50.211.000 50.211.0:00
At 5.?41.{?53_{30 5.{195.323.1]0 5.&95_523.{113 5 704.784.148 9359
Rata-rata Capaian 93,80
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Berdasarkan tabe! diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan
anggaran adalah sebesar 93 59%rata-rata realisasi anggaran sampal dengan
Triwulan |V adalah sebesar 93,80%. Apabila dibandingkan dengan capaian
kinerja indikator kinerja sampai dengan Triwulan |V sebesar 104 33%, maka
terdapat efisiens! penggunaan sumber daya sebesar 11 48%, efisiensi tersebut
dikarenakan realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja masih 104 33,
sedangkan sedangkan realisasi anggaran sebesar 93,59% , maka terdapat
efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11, 48%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Perlu ditingkatkan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan

sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai;

2. Evaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yang

ada sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.

Pekalongan, 2 Januan 2026

Ditanda tangam secara elektronik oleh- Ditanda tangam secara elektronik oleh:
WALI KOTA PEKALONGAN Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

H ACHMAD AFZAN ARSLAN SRIYANA 5505 M. 51
DJUNAID. S.E. MM NIP. 19680709199003 1008
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KATA PENGANTAR

Puji svukuor kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karumia Nva maka Laporan Kinenja (LKj) Sekretaris Triwulan IV Tahun 2025 dapat
diselesatkan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK]) sebagai bagian dari Sistem Alkuntabilitas
Emerja Instanst Pemenntah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan vang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayvanan publik dan
mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal 11 sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyvarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa
Sekretaris mempunyai komitmen dan tekad yvang kuat untuk melaksanakan kinerja organisast
vang berorientas: pada hasil vang berupa outpuf maupun outcomes.

D1 sis1 vang lain laporan 1ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan
kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinenja sebagai bentuk pertanggungjawaban
kinerja Sebagait media akuntabilitas kinerja, melalui laporan i dapat diketahui tingkat
efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris melalu pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 vang telah ditetapkan.

Pekalongan. 2 Januari 2026

Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan

Tri Nurfivasih, S KMM. Kes
Pembina Tingkat T
NIP. 19750219 199903 2 003
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DAFTAR GAMBAR
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdavaan

Masvarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretanis, mempunyai tugas

menyelengparakan pengelolaan admumistrasi umum dan kepegawailan, pengkoordinasian

rencana program, keeiatan anggparan evaluasit dan pelaporan kinerja serta administrast

kevangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretaris menyelengegarakan fungsi. sebagai

berikut -

1. Perumusan sasaran program dan kegiatan dinas;

2 Pengkoordinasian penvusunan kebijakan teknis dinas;

3. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;

4. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran_ program

:-..J'I

o S

1

dan kegiatan;

Pembinaan pengelolaan admimstras: umum meliputs ketatalaksanaan_ ketatausahaan,
kepegawalan, kehumasan_ pengelolaan barang milik dasrah bahan kerjasama, sarana
prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;

Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

Pengoordinasian penvelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Pengoordinasian penvusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional

prosedur (SOP) dan atau standar pelavanan (SP);

. Pengoordinasian pelaporan analisis jabatan (amjab). analisis beban kerja (abk) dan

evaluasi jabatan (evjab);

. Pengendalian. pembinaan. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan

fungsinya

Laparan Kimerja Triwulan IV Sckretaris
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B. Struktur Jabatan
Strulktur organisast Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak. berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali
Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah mi -

Gambar 1.1 Struktur Organizasi

BAGAN EOSIEAN DRGAMIAASL
DOfAS PEMBERDATALN MASVARAKAT, PERZMPUIAN DAR
PERLEVDUTHGAN ARAR
KEPALA IS
SENRETARGAT
EEENEE SLB5 AN PEREACANAAN, G JBAGIAN UL DA
| KELOMFCK JABATAN TUALLAS, DAN KELANGAN EEPEGAINALAN
= FLISESIINAL | o
BOMNG FELENEAGAIN BIOANG PENSERDT AN
MASYARAKAT DN PEREMPUAN, PEMERLIHAN HAX
PEMEERDATAAN ANAK DA PERE HOLNGAY
MASTARACAT PEREMPLAN Dk APAK

LPT
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen vang berisikan penugasan dar pimpinan
instansi vang lebih tingei kepada pimpinan instansi vang lebth rendah untuk melaksanakan
porgram kegiatan vang disertai dengan indikator kanena. Melalui perjanpian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pembernt
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber
dava yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Tahun 2025 adalah sebagat berikut -

Tabel 2.1
Penjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masvarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Tahun 2025
2o . s Targe
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja t Keterangan
(1) 2) (3) () ()

1 | Tercapainva Persentase 100 | Formulasi - Persentase capatan
ketersediaan ketersediaan laporan | persen | kemiatan Perencanaan, Penganggaran
laporan capaian capatan kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat
kinerja Draerah + Persentase capaian kegiatan

Admimstrasi Eeuancan Perangkat
Daerah dibagi 2

Tipe capaian - Semakin tinggi
semakin baik

Sumber data : DPMPPA

2 | Tercapainya Persentaze 100 | Formulas: : Persentase capaian
ketersediaan ketersediaan persen | kegmiatan Adminitrasi Kepegawaian
lavanan layanan admimistrasi Perangkat Daerah + Persentase
administrasi kepegawatan_ capatan kegiatan Administrast Umum
kepegawatan, administrasi umum Perangkat Daerah + Persentase
admimistras) umum | dan jasa penunjang capaian kegiatan Penyvediaan Jasa
dan jasa penunjang | urusan pemerintah Penunjang Urusan Pemernintahan
urusan pemerintah | daerah Daerah dibagt 3
daerah Tipe capaian ; Semakin tingg

semakin batk
Sumber data : DPMPPA
3 Laparan Kimerja Triwulan IV Sckretaris
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No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Ta:ge Keterangan
0! @ G) @ | 6
3 | Tercapainya Persentaze 100 | Formulas: : Persentase capaian
penzadaan’ pengadaan/ persen | kegmiatan Pengadaan Barang Mihik
pemeliharaan pemeliharaan Daerah Penunjang Urusan Pemernintah
barang milik daerah | barang milik daerah Daaerah + Persentase capaian kegiatan
Pemelitharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemenntahan
Daerah dibagi 1
Tipe capaian - Semakin tingot
semakin batk
Sumber data - DPMPPA
Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Perencanaan, Pengangraran dan Rp 17.364.000.00 APBD
Evaluasi Kinerja Peranckat Daerah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Rp 2.757.716.000,00 APED
Daerah
3 Admimstrasi Kepegawatan Rp - APED
Perangkat Daerah
4 Admimistras: Umum Perangkat Ep 165.16%.000,00 APBD
Draerah
5 Penvediaan Jasa Perunjang Urusan Rp 260.570.000,00 APED
Pemermtahan Daerah
] Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Rp 128.996.000.00 APED
Penunjang Urusan Pemenntahan
Diaerah
Jumlah Rp 3.320.815.000,00
4 Laparan Kimerja Triwulan IV Sckretaris
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinenja Sekretaris Towulan IV Tahun 2023 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realizasi indikator kinenja kegiatan.
1. Apabila semakin tingg1 realisasi menunjukkan semakin tingginva kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan makn rendahnya kinerja dengan rumus:

Realizan
Capaian Indikator Kineria = Targ®t  x 1009

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnva kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginva kinerja, digunakan rumus -

Target
Capaian Indikator Kinerja = Reslisa=  x 100%

3. Rumus Efisiensi

Fumus efisienst penggunaan sumber daya sebagai berikut -

capaian Xinerja } 1x 100
Efisiensi= { capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 34 Tahun 2010, menggunakan interpretast penilaian dengan pengukuran

dengan skala ordinal vartu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Prodikat [ Eatesori
90.1=.d. lebih Sangat Tineei | Sanpat Berhasil

75.1sd.90 Tinggi / Berhasil

63 1=d 75 Sedang / Cukup Berhazil

501 5:d. 65 Rendsh / Tidak Berhasil

O=d. 58 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhazil
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Adapun capaian kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel

23 dibawah ini :

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayvaan Masvarakat,

Triwulan IV Tahun 2025
Target | Realizazi
N : ; ey Target s.d sd. Yo
= Sasaran Program Indikator Kmerja Satuan Tl || Trowuhy | Tewiibas | Capeiin
oIV v
1 2 3 4 5 & T 8
1 | Tercapamya Persentase ketersediaan
ketersediaan l_apora:ﬂ laporan capaian kinera persen 100 100 100 100
capatan kinetja
2 | Tercapainva ketersedisan | Persentase ketersedizan
lavanan admimistrasi lavanan administrasi
k k ;
adminisrasi wnn dan | admimstrsi umum dan | PeSeR | 100|100 | 10029 | 10029
jasa pemmjang uMmsan A3 peNINjang urnsan
pemerintah daerah pemerintzh daerah
3 | Tercapainya Perzentaze
g ik domh | bareng b | PR | 100|100 | 100|100
Eata-rata capaian kinerja 100,10

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris adalah sebesar

100,10 % dengan kategori "Sangat Berhasil™.
Upava yvang dilalukan puna mendukung capatan kinerja pada Triwulan selanjutnva adalah

sebaga1 benikut -

1. Adanva koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan OPD terkait;
2 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagat benkut -

Laparan Kimerja Triwulan IV Sckretaris
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Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

7
N ~ P i Pagu Taetad Rrtins s || Cipsten
o Kl Ep) P“E’E?P'?“ Trivulan TV Triwulan IV | {(5)(45*
100)
1 2 3 1 5 6 7
1 | Perencanasn,
P d
Evalass Kinesla 20.762.000 17.364.000 17.364.000 17.363.600 100
Perangkat Draerah
2 | Adpumistrasi Keuangan
Perangleat Daerah 2767.072.000 | 2757716000 | 2737716000 | 2434133136 8827
3 | Administrasi
K ian Perangkat _ i ] i
o i 3.650.000
4 | Adoumstrazm Umum
Prrinsdeat Diigrah 207.455.000 165.169.000 165.169.000 163.603.797 99,03
3 | Penyedizan Jaza
Penunjang U 260.3 260.5 135.702.363
Pommjae U, SRR 260.570.000 260.570.000 235.702.363 90 46
§ | Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjangs
Uhriisain Pemeesniabian 621.750.000 128,996,000 128.966.000 127.743.500 99,03
Draersh
Jumilzh 3890957000 | 3320815000 | AP0 |5 o955u6308 | s94s
Rata-rata capaian 8337

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran
adalah sebesar 89 45 %, dengan rata-rata realisasi angparan pada Triwulan IV adalah
sebesar 9337 % Apabila dibandingkan dengan capatan kinenja indikator kinerja pada
Triwulan IV sebesar 100,10 %, maka terdapat efisiensi pengpunaan sumber daya sebesar
11,91 %.
Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya ;
Terdapat kegiatan vang secara fisik dilaksanakan dan selesai di akhir bulan/trivulan
sehingea pertangrungjawaban keuangan baru dapat dilaksanakan di bulan/'trivulan

L.

7

akhir:

Realisasi anggaran sesuai dencan kebutuhan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat
distmpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100.10%, sedangkan realisasi
angoraran sebesar 89.43%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber dava sebesar

11.91%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas. maka vang dapat dirckomendasikan untuk
perbatkan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegmatan Sekretarizs Trivwulan IV Tahun
2025 adalah sebagai bertkut :
1. Perlu dilakukan evaluas: dalam perencanaan kinerja dan angpgaran agar selaras dan
relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yvang akan

dicapai;

]

. Penetapan Indikator Kinerja Individu vang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui
. Kepala Sekretaris
Dinas Pﬂmbﬂdﬂ’}“ﬁﬂ_ﬂ Masvaralat Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan Dan Perlindungan Anak Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan Kota Pekalongan

SRIVANA, S.Sos, M.Si Tri Nurtivasih, S.KM.M.Kes
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat 1
NIP. 19680709 199003 1 008 NIP. 19750219 199903 2 003
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KATA PENGANTAR

Puji svukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nva maka Laporan Kinerja (LKj) Kabid PPPHAPPA Triwulan IV Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Kabid PPPHAPPA mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kabid PPPHAPPA melalui
pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah
ditetapkan.

Pekalongan, Januari 2026
Kabid PPPHAPPA

"

Penata Tk. 1
NIP. 19800512 200501 2020
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 tahun 2024 tentang
perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai
tugas menyelenggarakan pemberdayaan Perempuan, pemenuhan hak anak dan
perlindungan Perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala bidang pemberdayaan
Perempuan pemenuhan hak anak dan perlindungan Perempuan dan anak
menyelenggarakan fungsi :

1.  perumusan program kerja bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak
dan perlindungan perempuan dan anak

2.  perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak

anak dan perlindungan perempuan dan anak

penyelengaraan pelembagaan Pengarusutamaan Gender [PUG)

penyelengaraan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;

penyelenggaraan pemberdayaan perempuan

(=L B T

penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan

Gender (KG) dan hak anak
penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

b

8. penyelenggaraan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan hak anak;

9.  penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan
anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;

10. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak;

11. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan
perempuan; lembaga

12. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas keluarga dan kualitas hidup anak;
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13 penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan hagi
anak vang memeriukan perlindungan khusus;

14 pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan,

15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan
hak anak dan perlindungan perempuan dan anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAR I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perfanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan darl pimpinan
instansi yang lebih tinggl kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerfa terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi,
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kabid PPPHAPPA Tahun 2025 adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kabid PPPHAPPA
Tahun 2025
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 | Tercapainya Persentase kegiatan perangkat 9, 24
Pengarusutamaan Gender dan daerah yang sudah responsif gender | persen
Pemberdayaan Perempuan

2 | Tercapainya Perlindungan Rasio kekerasan terhadap 15,01
Perempuan perempuan (IKK Outcome) persen

3 | Tercapainya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Dekela (desa/kelurahan | 48, 15

layak anak) persen

4 | Tercapainya Perlindungan Khusus | persentase pengaduan kasus anak 100,00
Anak yang terlayani persen

Kegiatan Anggaran Keterangan
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Rp 12.304.000,00
pada lembaga pemerintah kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan perempuan bidang Politik, Rp 12.715.000,00

Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan kewenangan
Kabupaten/Kota

Cs] Dipindai dengan CamScanner




Kegiatan Anggaran Keterangan

Penguatan dan Pengembangan lembaga Rp 165.826.000,00
penvedia layanan pemberdayaan perempuan
kewenangan Kabupaten/Kota

Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Rp 8.895.000,00
lingkup daerah Kabupaten /Kota

Penguatan dan pengembangan lembaga Rp 161.820.000,00
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak

Pencegahan kekerasan terhadap tnak yang Rp 8.530.000,00
melibatkan para pihak lingkup daerah
Kabupaten/Kota

Penguatan dan pengembangan lembaga Rp 5.282.000,00
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus tingkat daerah

Kabupaten/Kota

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan IV Tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Bealisasi 4400,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

C 4 oy i Target
apaian Indikator Kinerja n_uL'e:Jum x 100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
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Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1sd 90 Tinggi / Berhasil
65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. BS Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan IV Tahun

2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan

Perempuan dan Anak Triwulan IV Tahun 2025

i ‘ Target Target Piea“;sas:v % Capalan
| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Tahunan Tri'.ulu‘:'ulan Triwulan
1 | Tercapainya Persentase 9,24 % 9,24% 9,83 % 106, 38 %
Pengarusutama | kegiatan
an Gender dan | perangkat
Pemberdayaan | daerah yang
Perempuan sudah responsif
gender
2 | Tercapainya Rasio kekerasan | 15,01 % 15,01 % 8, 79 % 170,76 %
Perlindungan terhadap
Perempuan perempuan (IKK
Outcome)
3 | Tercapainya Persentase 48,15% | 48,15% 48,15% 100
[ Pemenuhan Dekela
Hak Anak (desa/kelurahan
layak anak) )
4 | Tercapainya persentase 100 % 100 % 100 % 100
Perlindungan pengaduan kasus
Khusus Anak anak yang
terlayani
119,28 % |

C. Capalan Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagal berikut :
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3 Penguatan dan

4 | Pencegahan kekerasan

6 | Eencegahan kekerasan

Kephatan

I Pelembagaan
Pengarusutarmmain
[PHG) paila lembaga
premerintal kewenangan

- Kabupaten/Kota

2 Pemberdayaan perempuan
hidang Palitik, Hulkum,
Sostal, dan Ekonomi pada
Orpanisasi Kemasyarakatan
kewenangan

| Kabupaten/Kota

Gienduer

| Pengembangan lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan perempuan
kewenangan

| Kabupaten /Kota

Angigaran
12,304 000

Target s
Triwulan IV

12.304.000

Reallsasi s.d
Trivwulan IV C

49,497 %

12.401.000

k8 '
apalan

12.715.000

- 12.715.000

12.653.000

5951 % |

165.826.000

165.826.000

164.749.500

99,37 %

terhadap Perempuan
lingkup daerah
Kabupaten /Kota

8.895.000

8.895.000

B.895.000

100 %

' Penguatan dan

| pengembangan lembaga

| penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup

anak

161.820.000

161.820.000 |

160.895.900

9943 %

terhadap tnak yang
melibatkan para pihak
lingkup daerah

| Kabupaten/Kota

8.530.000

8.530.000

8.529.000

99, 98 %

7 | Penguatan dan

pengembangan lembaga
penyedia layanan bagl anak
yang memerlukan
perlindungan khusus

| tingkat daerah
Kabupaten/Kota

5.282.000

5.282.000

5.282.000

100 %

# | Penyediaan layanan bagl

| anak yang memerlukan

| perlindungan khusus yang
| memerlukan koordinasi

| tingkat daerah

| Kabupaten/Kota

36.399.000

36.399.000

31.723.800

87,15%

\.

9 | Penyedlaan layanan

55.564.000

| rujukan lanjutan bagl

55.564.000 ‘

38.282.270 J

EB..BEI%J
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No Kegiatan

Anggaran

T

Target s.d Realisasi s.d Y
Triwulan IV Triwulan IV | capaian

perempuan korban
kekerasan yang
memerlukan koordinasi
kewenangan
Kabupaten/Kota

Dari table diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar
94.92 %. Untuk Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
vang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan layanan
rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi

kewenangan Kabupaten/Kota serapan anggaran tergantung dengan jumlah klien yang

mendapatkan penanganan.
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BARB I
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 119, 28 % sedangkan

realisasi anggaran sebesar 94, 92 % efisiensi sebesar 25, 66 %.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kabid PPPHAPPA di
tahun Tahun 2026 adalah perlu dilakukan lebih intens sinergi dan koordinasi dengan
semua stakeholder terkait dengan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak

dan perlindungan perempuan dan anak.

Pekalongan, 5 |anuari 2026

Mengetahui
Kepala )JPMP{ Kabid PP, PHA dan PPA
:tl "
SRIYANA, S.50s. Msi ENDAH WULANDARL, 5.Psi
NIP. 19680709 199003 1 008 NIP. 19800512 200501 2 020
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN

Laporan Kinerja Triwulan IV Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masvarakat | Dinas Pemberdayaan Masvaralat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesalkan tepat
waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawal Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Kelembagaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026
Kepala Bidang Kglembagaan Masyarakat

Pembina ([Va)
NIP. 19860804 200412 2 002
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsl Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang
Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai  tugas
menyelenggarakan bidang  kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
4. perumusan program kerja bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat;

b. perumusan bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat;

C. penyelenggaraan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan
kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan;

e. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

f. penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

g penyelenggaraan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

h. pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta lomba

kelurahan:

Laporan Kinerja Triwelan IV Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
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i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana gambar 1.1 dibawabh ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kepala
DPMPPA
SUB KOORDINATOR
Kepala Bidang [ DAN KELOMPOK
KMPM > JABATAN
FUNGSIONAL
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 Kepala Bidang
Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
1 | Terfasilitasi Kerja Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI | 83.33%
sama antar Desa dan Kelurahan |
2 | Tercapainya Persentase Kelurahan dengan Kriteria | 88.89 %

Kelurahan dengan “Cepat Berkembang”
Kriteria "Cepat
Berkembang” s
3 | Tercapaianya Persentase Lembaga Kemasyarakatan | 97.75 %
Lembaga yang Aktif dalam Pemberdayaan
Kemasyarakatan yang | Masyarakat
Aktif dalam
Pemberdayaan
Masyarakat

Laporan Kinerja Triwulan IV Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025



B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Reslisasi o 10004
Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= -T'"8t_ x 100%
Realimasi

3. Rumus Efisiensi
Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

EﬁSiEHEI ={ rapniamn ke in ]_ 11100
rapoian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilalan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu;
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.4.90 Tinggi / Berhasil
65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.3

Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025

Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan

| Target s.d | Realisasi %
. ' Target | Triwulan s.d Capaia
No | Kegiatan Indikator Kinerja Tabunan v Triwulan 2
! v
Terfasilitasi Persentase 8333% | 83.33% | 9444% | 113,34
| Kerja sama antar | Fasilitasi Kerja
' | Desa sama TNI dan
- Kelurahan
Tercapainya Persentase 88.69% | 868.89% | 88.89% 100
Kelurahan Kelurahan
dengan Kriteria | dengan Kriteria
“Cepat “Cepat
| Berkembang” Berkembang”
| Tercapaianya Persentase 97.75% | 97.75% | 97.78% | 100,03
Lembaga Lembaga
| Kemasyarakatan | Kemasyarakatan
yang Aktif dalam | yang Aktif dalam
Pemberdayaan | Pemberdayaan
Masvarakat Masyarakat
Rata-rata Capaian | 104,46

C.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar
104.46% dengan kategori "Sangat berhasil”,

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program
dan kegiatan sebagai berikut :
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Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

No Kegiatan

Pagu Anggaran

Tahunan
(Rp)

1

Target s.d
Triwulan IV

(Rp)

Realisasi s.d
Triwulan IV

(Rp)

%
Capaian
((5)/14)

*100)

(1) (2]

(3)

(4)

(5)

(6}

1 | Fasilitasi Kerja
sama antar Desa

1.391.750.000

2 | Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan
Desa

31.178.000

1.391.750.000

1.391.171.000

99,96

31.178.000

31.178.000

100

3 | Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan
Desa dan Lembaga
Adat Tingkat
Daerah
Kabupaten/ Kota
serta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

875.545.000

875.545.000

860.577.460

98,29

Jumlah Total

2.298.473.000

2.298.473.000

2.282.926.460

99,32

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada
triwulan IV adalah sebesar 99,32%.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 104.46%,
sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,32%, maka terdapat efisiensi penggunaan
sumber daya sebesar 5,17%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang
Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat pada triwulan berikutnya
adalah :
L. Tertib administrasi SP] untuk didokumentasikan dengan baik;
Z. Perencanaan tahun 2026 untuk disiapkan dengan baik.

Pekalongan, 02 Januari 2026
Menger.ah

KEPALA Wl JONGAN, KEPALA gauu KMPM
Pembma Utama Muda Pembina
NIP. 19680709 199003 1 008 NIP. 19860804 200412 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN

il
|

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance)mendorong peningkatan pelayanan
publik danmencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil
pada khususnya bahwa Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi
yang berorientasi pada hasil yang berupa oufput maupun oufcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,
EVALUAS| DAN KEUANGAN
DPMPPA PEKALONGAN,

FASEHAH, S.H.
Penata Tingkat |
MNIP 19770208 199603 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan, dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai
tugassebagai berikut :

i 7
'

n

oo N P

10.
11.

12.

Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program,
kegiatan dan anggaran;

Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program,
kegiatan dan anggaran;

Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
Memverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan:

Melaksanakan fungsi akuntansi;

Menyusun bahan dan mengkoordinasikan laporan keuangan;

Menyusun bahan profil perangkat daerah;

Mengelola data dan informasi;

Menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan:

Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi,
dan Keuangan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

SUB BAGIAN LML
DM KEPEGAWAILN

KEFALM DHMAS
SEKRETARIAT
EU8 BAGIAN
FEREMNCAMAAN,
EVALUASI DAN
| FENELAAH TEEMNIS
— KELOMPOK JABATAN |— KEGIATAM
— FUNGSIONAL — e ————
I l ! ] ]’ ]- PENGADMINISTRAS
— PERKANTORAN
BIDAMG PEMEBERDAYAAN BIDANG KELEMBAGAAN
PEREMPLIAN, PEMENLIHAN MASYARAKAT DAN
HAK ANAK DAN PEMBERDAYAAN
PERLINDUNIZAN PERERMPUAN MASYARAKAT
DAN ANAK
uetD
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,
Melalui perjanjian kinerja, terwujudiah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan
Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Keuangan

Tahun 2025
SASARAN INDIKATOR
NO KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
| (2) (3) (4) (5)
Sasaran Kegiatan :

1 | Tercapainya Persentase 100 persen | Formulasl . Persentase capailan
Perencanaan, ketercapaian sub kegiatan penyusunan
Penganggaran, dan | perencanaan, dokumen perencanaan

| Evaluasi Kinerja penganggaran, perangkat daerah + Persentase
| Perangkat Daerah dan evaluasi capaian sub keg. Koordinasi
[ kinerja perangkat | Penyusunan Dokumen RKA -
| | daerah SKPD + Persentase capaian
I | sub keg. Evaluasi Kinerja
| Perangkat Daerah dibagi 3

| | Tipe capaian : Semakin tinggi
' | semakin baik

| * Sumber data : DPMPPA
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SASARAN

KETERANGAN

INDIKATOR |
NO | kiNERJA KINERJA | TARGET ,

My @ (3) (4) ) )

2 | Tercapainya Persentase 100 persen | Formulasi - Persentase capaian
Administrasi ketercapaian sub keg. penyediaan gaji dan
Keuangan administrasi tunjangan ASN + Persentase
Perangkat Daerah keuangan capaian sub keg. Pelaksanaan

perangkat daerah penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan
SKPD + Persentase capaian
sub keg Koordinasi dan
penyusunan Lap. Keuangan
akhir tahun SKPD dibagi 3
Tipe capaian : Semakin tinggl
| semakin baik
Sumber data : DPMFPPA f
Sasaran Sub Kegiatan :

1 | Tersusunnya Jumiah Dokumen | 2 dokumen | Formulasi - Jumlah Dokumen
Dokumen Perencanaan Parencanaan Perangkat Daerah
Perencanaan Perangkat Daerah Tipe capaian - Semakin tinggi
Perangkat Daerah semakin baik

Sumber data : DPMPPA

2 | Tersusunnya Jumiah Dokumen 2 dokumen | Formulasi - Jumiah Dokumen
Dokumen RKA- RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
SKPD dan Laporan | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Hasil Koordinasi Koordinasi Dokumen RKA-SKPFD
Penyusunan Penyusunan Tipe capaian : Semakin tinggi
Dokumen RKA- Dokumen RKA- semakin baik
SKPD SKPD Sumbar data ' DPMPPA,

3 | Tersusunnya Jumiah Laporan 15 laporan | Formutasi . Jumizh Laporan
Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah
Daerah Tipe capaian : Semakin tingai

semakin baik
Sumber data : DPMPPA
4 | Tersedianya Gaji Jumiah Orang 21 Formutasi : Jumiah Orang yang
dan Tunjangan ASN | yang Menarima orang/butan | Menerima Gaji dan Tunjangan
Gaji dan ASN
Tunjangan ASN Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data - DPMPPA

5 | Tersusunnya Jumlah Dokumen 12 Formulasi : Jumiah Dokumen
Dokumen Penatausahaan dokumen | Penatausahaan dan
Penatausahaan dan | dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
PengujianNVerifikasi | PengujianVerifikas SKPD
Keuangan SKPD I Keuangan SKPD Tipe capaian . Semakin tinggi

semakin baik
Sumber data : DPMPPA
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SASARAN INDIKATOR .
Hﬂ | KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
{1 {2) (3) (4} {5)
6 | Tersusunnya | Jumlah Laporan 1 laporan | Formulasi @ Jumlah Lapaoran
Laporan Keuangan | Keusngan Akhir Keuangan Akhir Tahun SKPD
Akhir Tehun SKPD | Tahun SKPD dan dan Laporan Hasil Koordinasi
dan Laporan Hasil Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan
Keordinasi Koordinasi Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Penyusunan Tipe capaian - Semakin tinggi
Laporan Keuangan | Laporan Keuangan samakin baik
Akhir Tahun SKPD | Akhir Tahun SKPD Sumber data | DPMPPA
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
Panyusunan Dokumen Perencanaan Rp 5.214.000 00 APBD-P
Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rp 1.403.000,00 APBD-P
REA-SKPD
3 Evaluasi Kinarja Perangkat Daerah Rp 8.747.000,00 APBD-F
4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Rp 2.713.615.000,00 APBD-P
5 Pelaksanaan Penatausshaan dan Rp 36.837.000,00 APBD-P
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
& HKoordinasi dan Penyusunan Laporan Rp 1.264.000,00 APBD-P
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumilah Rp 2.T75.080.000,00
Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi,
dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan

rumus:

Capaian Indikator Kinerja =

Realisam

x 100%

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
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rumus .

Capaian Indikator Kinerja = T8 4 100%
Realizam

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi =

[ rapaian kinerja

capaoian anggaran

)=—1x100

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

___Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d, 90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan
Keuangan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini -

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
s.d. Triwulan IV Tahun 2025

Target Raslisas|
N SASARAN : = ! Target s.d. sd, %
o KINERJA A iiondn | Swun | e | oo | Tramiier | Gansian
I v \'}
1 2 3 4q 3 & T 8
Sasaran Kegiatan
1 | Tercapainya Persentase [ “persen 100 | 100 100 | 100.00
Parencanaan, ketarcapaian
Psnganggaran, perancanaan,
dan Evaluasi penganggaran, dan
Kinerja Perangkat | evaluasi kinera
Daerah perangkat dasrah |
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N SASARAN T T d sd %
: ; 3 ‘arget 54, .
o KINERJA s o Salan | ronunan | Trwulan | Trwulan | Capaian
v v
1 2 3 4 5 6 Fi 8
2 | Terca a persen 100 100 100 | 100.00
Mmirﬁ:tm ::t':ﬂ::;“
g:ur:ngm administrasi keuangan
ngkat
Dasrah perangkat daerah
Sasaran Sub Kegiatan
1 | Tersusunnya Jumiah Dokuman dokumean | 2 3 100.00
Dokumen Perancanaan
Perencanaan Perangkal Dasrah
Perangkal
Ciaerah
2 | Tersusunnya Jumiah Dokumen dokumen 2 2 2| 100.00
Dokumen RKA- RKA-S8KPD dan
SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penmyusunan Dokumen
Panyusunan REA-SKPD
Dokumen RKA-
| SKPD
3 | Tersusunmya Jumiah Laporan laporan 15 15 15 | 100.00
Laporan Evaluasi | Evaluasi Kinerja
Kinerja Perangkal | Perangkal Daergh
Daerah
4 | Tersedianya Gajl | Jumleh Crang yang orang' 21 21 21 100.00
dan Tunjangan Menerima Gaji dan bulan
ASN Tunjangan ASN
5 | Tersusunnya Jumigh Dokumean dokurmen 12 12 12 100.00
Dokumen Penatausahaan dan
Penatausahaan Pengujian/Verifikasi
dan Keuangan SKPD
Pangujian/\Verifik
asi Kauangan
SKFPD
6 | Tersusunnya Jumiah Laporan laporan 1 1 1 100.00
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir SKEPD dan Laporan
Tahun SKPD dan | Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Penyusunan Laporan
Koordinasi Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan SKPD
Laporan
Keuangan Akhir
| Tahun SKPD
Rata-rata capaian kinerja 100.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan adalah sebesar 100% dengan kategori
"Sangat Berhasil”.
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Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan |V ini adalah
sebagai berikut :
1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun external dengan OPD
terkait;
2. Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara
berkala.
C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung
dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program
dan kegiatan sebagai berikut ;

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

|
Fagy Dz s Targets.d. | Realisasisd. | Capalan
b iy “"{E:‘" "'"f;;‘;"“ Triwulan IV | Teiwulan IV | {(5)/(4)'10 l’

1 2 3 4 5 6
1 | Penyusunan 7.204.000 6.214.000 6.214.000 5.213.800 1ﬂﬂﬁ1
Dokumen |
Perencanaan |
Perangkat i
Daerah |
2 | Koordinasi dan 1.558.000 1.403.000 1.403.000 1.402.800 89,89 |
Panyusunan
Dokumen RKA- | |
SKPD |
3 | Evaluasi 12.000.000 9.747.000 | 9 747.000
Kinerna
Perangkat
Dasrah |
| 4 | Panyadiaan 2726.088.000 | 2719.615.000 | 2719.615.000 | 2396.032 236 88,10
' Gaji dan
Tunjangan
ASN -
5 | Pelaksanaan 39.530.000 36 837.000 36.837.000 36.837.000 100,00
Penatausahaa
n dan
Pengujian/Verif
ikasi Keuangan !
SKPD |
6 | Koordinasi dan 1.444 000 1.264.000 1.264.000 ~ 1.263.900 99,89
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

Jumiah | 2.767.834.000 | 2.775080.000 | 2.775.080.000 | 2451496736 88,34
Rata-rata capaian 98,01

-1
=

| B5.747.000 100,00
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggunaan
anggaran adalah sebesar 88,34%, dengan rata-rata realisasi anggaran pada
Triwulan IV adalah sebesar 98,01%. Apabila dibandingkan dengan capaian
kinerja indikator kinerja pada Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi
penggunaan sumber daya sebesar 13,20%. Efisiensi tersebut dikarenakan
realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%,
sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar
88,34 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja
triwulan [V sebesar 13,20%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sampai dengan Triwulan IV
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;
2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai;

3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui
SEKRETARIS KEPALA SUBBAGIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN
DPMPPA PEKALONGAN,
TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes FASEHAH, S.H.
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |
NIP 19750219 199903 2 003 NIP 18770208 199603 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nva maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai
bagian dari Sistem Akuntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah
satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ([good
governance),mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme [KKN]. Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Subbagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa ouiput
maupun outcomes.

Di sisi vang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN,

Penata Tingkat |
NIP. 19750620 199603 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugassebagai berikut :

1. menvusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

2. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelclaan barang milik daerah,
bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan
kearsipan;

3. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan,
pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;

4. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;

5. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan atau Standar Pelayanan [SP);

6. melaksanakan pengelolaan penvusunan laporan Analisis Jabatan [ANJAE),
Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EV]JAB); dan

7. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,

sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi vang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yvang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun

2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2025
No Sasaran Sub Keglatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 | Tersedianya Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas -
beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
2 | Tersedianya Komponen Jumlah Paket Komponen 4 paket
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor vang
Disediakan
3 | Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 4 paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
4 | Tersedianya Peralatan Rumah Jumlah Palket Peralatan Rumah 4 paket
Tangga Tangga yang Disediakan
5 | Tersedianya Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 4 paket
Kantor Kantor yang Disediakan
6 | Tersedianya Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan 13 paket
dan Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
7 | Tersedianya Bahan Bacaan dan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | 1 dokumen
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No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang-
Undangan Undangan yang Disediakan
8 .Terselenggaranya Rapat . Jumlah Laporan 50 laporan 1
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g | Tersedianya -]asa Surat ]-umlah Laporan Penyediaan Jasa | 4 laporan
Menyurat Surat Menyurat
10 Tersedianya Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan
11 | Tersedianya Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penvediaan Jasa | 12 laporan
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor vang
Disediakan
12 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Kendaraan Perorangan 16 unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknyva
13 | Terlaksananva Jumlah Gedung Kantor dan 2 unit
Pemeliharaan /Rehabilitasi Bangunan Lainnya yang
Gedung Kantor dan Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
14 | Terlaksananva Jumlah Sarana dan Prasarana 52 unit
Pemeliharaan/Rehabhilitasi Gedung Kantor atau Bangunan
Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta -
Atribut Kelengkapannya APED-P
2 Penyediaan Komponen Instalasi 1.710.000,00 APED-P

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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10

11

12

13

14

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Penvediaan Peralatan Rumah Tangga

Penvediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penvediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penvediaan Jasa Pelayvanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnva

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnva

Jumlah

B. Capaian Kinerja

44.952.000,00

2.050,000,00

38.244.000,00

4.380.000,00

2.530.000,00

71.303.000,00

2.520.000,00

73.950.000

184.100.000,00

71.960.000,00

42.546.000,00

14.490.000,00

554.735.000,00

APED-P

APED-P

APED-P

APED-P

APED-P

APED-P

APED-P

APED-P

APED-P

APED-P

APBED-P

APBD-P
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Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginyva kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Healizam
Capaian Indikator Kinerja = Tarmget  x 10004

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginva kinerja, digunakan

rumus :

Targset

Capaian Indikator Kinerja = Realizazt  x 100%

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumhber daya sebagai berilout :

capactan kIHE."‘jB ) L 1 x 1D'D
EﬁSiEﬂSi = [G’ﬂpﬂ[ﬂﬂ anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasil
73.1sd.00 Tinggi / Berhasil
65.15.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50:1=d.65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
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g.d. Triwulan IV Tahun 2025

T Target | Realisas :
- Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan rﬂ sd. TW | isd.Tw | C3P2R
o Yo
n w v
1 2 3 4 5 [+ 7 8
1 | Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian Paket c = c
Beserta Atribut | Dinas beserta Atribut :
Helengkapannya Kelenghapan
2 | Penyediaan HKomponen | Jumlah Paket Paket 4, 4, 4, 100%
Instalasi Komponen Instalasi 0o od 4]
Listrik /Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
3 | Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan Paket 4, 4, 4, 100%
Periengkapan Kantor dan Perlenghapan 0o oa o0
Kantor yang
| Disediakan
4 | Penyedizan Peralatan Jumlah Paket Peralatan | Paket 4, 4, 4, 100%
Bumah Tangga Rumah Tangga vang 0o 0o 0o
Disediakan
5 | Penyedizan Bahan Jumlah Paket Ezhan Paket 4, 4. 4,00 100%
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 00 00
| Disediakan
6 | Penyediaan Barang Jumlzh Paket Barang Paket 13.0 13.0 13.0 100%
Cetakan dan Cetakan dan 0 a 0
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
7 | Penyediaan Bahan Jumizh Dokumen Dokume 1, 1, i 100
Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan i oo il oo %
Perundang-undangan Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan
8 | Penyelenggaraan Rapat Jumlzh Laporan Laporan 50.0 50.0 50.0 100%
Koordinasi dan Penyelenggaraan D a a
Konsultasi SKPD Rapat Hoordinasi dan
Konsultasi SKPD
9 | Penyediaan Jasa Surat Jumizh Laporan Laporan 4, 4, 4, 100%
Menyurat Penyediaan Jasa Surat oo 1 oo
| Menyurat
1 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Laporan 12,0 120 120 100%
0 | Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa 0 0
Daya Alr dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
vang Disediakan
1 | Penyedizan Jasa Jumlah Laporan Laporan 12,0 12.0 120 100%
1 | Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa 1] 0 ]
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
1: | Penyediaan Jasa Jumlak Eendaraan Unit 16,0 15.0 16.0 100%
2 | Pemeliharaan; Biaya Perorangan Dinas atau o a 0
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Jabatan yang
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibrayarkan Pajaknya
L | Pemeliharaan/ Jumlah Gedung Kantor Unit 2, 2, 2, 100%
3 | Rehahilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya oo il oo

Dokumen ini elah ditandatangani secara elektronik menggunakan serifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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5 Target Target | Realizas e
= Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Tahuna | sd.TW |isdTW c"{’;
n IV w
1 2 3 4 3 G 7 8
Kantor dan Bangunan yang
Lainnya Dipelihara/Direhahilita
gl
L | Pemeliharaan/ | Jumlah Saranadan Unit 52.0 52.0 5240 100%
4 | Rehabifitasi Sarana dan Prasarana Gedung 0 o a
Prasarana Gedung Kantor | ¥anfor atau Bangunan
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilita
| =i
Rata-rata capaian kinerja 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 100% dengan

Tinggl/Sangat Berhasil”.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

kategori

"Sangat

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No Sub Kegiatan Pagu %garan Tmlé"i ™ Rﬁall_‘l‘?slz,m Eﬂ?}?an
1 2 3 4 ] 6
1 Pengadaan Pakaian Dinas - - - -
Beszerta Atribut
Kelengkapannya
2 Penyediaan Komponen 1.710.000 1.710.000 1.710.000 100%
Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
3 Penyediaan Peralatan dan 44.952.000 44.952.000 42.373.797 | 94.2a%
Perlengkapan Kantor
4 | Penyediaan Peralatan 2.050.000 2.050.000 2.050.000 100%
Rumah Tangga
5 Penyedizan Bahan Logistik 38.244.000 38.244.000 37.744.000 | 98,69%
Kantor
& Penyedizan Barang Cetakan 4.350.000 4.380.000 4376400 | 99,92%
dan Penggandaan
7 Penyediaan Bahan Bacaan 2.530.000 2.530.000 2.360.000 | 93,28%4
dan Peraturan Perundang-
undangan
8 Penyelenggaraan Rapat 71.303.000 71.303.000 71.259.600 | 99.94%4
Koordinasi dan Konsultasi
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, Pagu Anggaran T: 5.d. TW | Realisasisd | Capaian
No Sub Kegiatan e {R;:E]g argetw TW IV I:}E
1 2 3 4 5 ]
SKPD
9 | Penyediaan Jasa Surat 2.520.000 2.520.000 2.520.000 100%
Menyurat
10 | Penyediaan Jasa 73.250.000 73.950.00 49.063.042 | 66,32%
Komunikasi, Sumber Daya 0
Airdan Listrik
11 | Penyediaan Jasa Pelayanan 184.100.000 184.100.000 166.081.500 | 90,21%
Umum Kantor
12 | Penyediaan Jasa 71.960.000 71.960.000 65.399.500 | 90.88%
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
| Jabatan - |
13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 42.546.000 42.546.00 32,546,000 | 76,50%
Gedung Kantor dan 0
Bangunan Lainnya
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 14.490.000 14,490,000 14.490.000 100%
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumiah 554.735.000 554.735.000 | 491.974.130
Rata-rata realizasi | 93,0804

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 93,08%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja pada Triwulan IV sebesar 1009, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 7,43%4.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan
realisasi anggaran sebesar 93,0804, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

pada capaian kinerja Triwulan IV sebesar 7,43%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yvang telah
ditetapkan;

2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
vang akan dicapai;

3. Penetapan Indikator Kinerja Individu vang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui
SEKRETARIS KEPALA UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN, DPMPPA KOTA PEKALONGAN,

Pembina Tk 1 Penata Tingkat I
NIP.197502191999032003 NIP. 19750620 159603 1 003
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PEKALONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Kepala UPTD PPA" Triwulan IV Tahun
2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelavanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa “Kepala UPTD PPA" mempunyai komitmen
dan tekad vang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja "Kepala UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak” melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, Z Januari 2026

Kepala UPTD PPA

2

DYAH AYU ERMAWATIL S.KM
Penata Tingkat |

NIP. 19690902 199203 2 011
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pemberdayvaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kepala UPTD
PPA " mempunyai tugas :

1] Menyusun Program kerja UPTD PPA

2] Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan
layanan pada UPTD PPA;

3] Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

4} Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan
UPTD PPA;

5] Melaksanakan administrasi UPTD PPA;

6] Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

7] Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

B. Strukiur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Hepala UPTD PPA" sebagaimana gambar
1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA UPTD PPA

I I
KELOMPOK JABATAN |

— FUNGSIONAL ]
Y ) I |
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen vang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi vang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui

perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya vang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja perubahan “Kepala UPTD PPA" Tahun 2025

adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala UPTD PPA
Tahun 2025
INDIEKATOR
NO SASARAN KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Sasaran Kegiatan :
1 | Tercapainya Penyediaan Persentase 100 Formulasi : (Jumlah
Layanan Rujukan Lanjutan | korban persen | perempuan korban
bagi Perempuan Korban kekerasan kekerasan yang ditangani/
Kekerasan vang perempuan jumlah kasus kekerasan
Memerlukan Koordinasi yang terlayani pada perempuan yang
Kewenangan masuk ke UPTD PPA] x
Kabupaten/Kota 100
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
DPMPPA
2 | Tercapainya Penyediaan Persentase anak 100 Formulasi : (Jumlah anak
Layanan bagi Anak yvang korban persen | korban kekerasan vang
Memerlukan Perlindungan | kekerasan yang ditangani/ jumlah kasus
Khusus yang Memerlukan | ditangani kekerasan pada anak yvang
Koordinasi Tingkat Daerah | instansi terkait masuk UPTD PPA) x 100
Kabupaten/ Kota kabupaten/
kota Tipe capaian : Semakin tinggi
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INDIKATOR
NOD SASARAN KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
DPMPPA
Sub Kegiatan
1 | Tercapainya Koordinasi Jumlah Layanan 65 Formulasi : Jumlah Layanan
dan Sinkronisasi Tindak Lanjut Layanan | Tindak Lanjut Pengaduan
Pelaksanaan Penvediaan Pengaduan vang memerlukan
Layanan Rujukan Lanjutan | yang Sinkronisasi bagi Perempuan
bagi Perempuan Korban memerlukan Korban Kekerasan
Kekerasan Kewenangan Koordinasi dan Kewenangan Kabupaten/
Kabupaten Kota Sinkronisasi Kota
bagi perempuan
Korban Tipe capaian : Semakin tinggi
Kekerasan semakin baik
Kewenangan Sumber data : UPTP PPA
Kabupaten. DPMPPA
Kota _
2 | Tercapainya Koordinasi Jumlah AMPK 65 Formulasi :Jumlah AMPK
Pelaksana Layanan AMPK | yang Layanan | yang mendapat layvanan
mendapatkan
layanan Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
DPMPPA
Sub Kagiatan
1. I%:mrdinasi dan Sinkronisasi Anggaran Keterangan
Pellaksanaan Penyediaan Layanan Rp 55.564.000 b
Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota Rp 36.399.000 b

2. Krcordinasi Pelaksanaan Lavanan AMPEK

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja “Kepala UPTD PPA” Triwulan IV Tahun 2025

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator

kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginva kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Laporan Kinerfa Triwulan IV "Kepala UPTD FPA "DPMPPA Kota Pekalongan”, 2025




Capaian Indikator Kinerja = #2285 - 10004
Targe:

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian Indikator Kinerja =—22=%  x 100%

Realizas:

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber dava sebagai berikut :

Efisiensi = (—SE2C0ENTE_y _ g 5 100

fapaign arggaran

CAPATAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

90.1 5.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.4.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0=d. 30 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja "Kepala UPTD PPA" Triwulan IV Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Kepala UPTD PPA"
Triwulan IV Tahun 2025

gt Rezlilsa
N ; . . . | Target s/d %
E Sub Kegiatan Indikator Kinerja e e L e sf d tSnatis
Triwula
nlV a IV
1. [Tercapainya Persentase korban
Penyedia Layanan kekerasan perempuan 100 persen 100 % 100 B4 100%
Rujukan Lanjutan [vang terlayani
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bagi Perempuan
Korban Kelkerasan

vang Memerhikan
Koordinasi
Kewenangan
| Kabupaten/Kota

2. Tercapainya Persentase anak korban
Penyediaan kekerasan yang ditangani
Layanan bagi Anak instansi terkait
vang Memerlukan kabupaten/ kota
Perlindungan 100 persen 100 % 100 % 100%
Khusus yang
Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah
Kabupaten,/ Kota

3. Tercapainya Jumlah Layanan Tindak
Koordinasi dan Lanjut Pengaduan yang
Sinlronisasi memeriikan Koordinasi
Pelalisanaan dan Sinkronisasi bagi
Penyediaan perempuan Korban & 113
Layanan Rujukan [Kekerasan Kewenangan |65 Layanan 183,07 %
Lanjutan bagi Kabupaten. Kota Lapagan.|  Laganin
Perempuan
Korban Kekerasan
Kewenangan
Fabupaten Kota

4. Tercapainya jumlah AMPK yang 65 124

oordinasi mendapatkan layanan 65 Eivanan 190.77%
Pelaksana Layanan Layanan | Layanan '
PK
Rata-rata 186,92%

Dari tabel diatasdapat dilihat bahwarata-rata capaian kinerja “Kepala UPTD PPA"
adalah sebesar 186,22 % dengan kategori " Sangat Tinggi/ Sangat berhasil ”.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai

berikut :

1. Adanya koordinasi yang intens dengan stakeholder

2. Dukungan dan Kerjasama antar bidang di DPMPPA

3. Adanya komitmen atasan akan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

4. Dalam satu kasus bisa dilakukan beberapa layanan. (adanya kasus kedaruratan
yang mengarah ke ranah hukum sehingga memerlukan pendampingan

maksimal)
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Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran untuk

perencanaan kegiatan anggaran tahun depan serta menyiapkan pelaksanaan

kegiatan triwulan selanjutnya.

2. Merevisi

target tahunan jumlah layvanan tindak lanjut pengaduan wvang

memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan

kewenangan Kabupaten. Kota dan jumlah AMPK yang mendapatkan layanan.

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

Pagn Realisasi |
Pagu Targets/d s/d ,
No Kegiatan %ﬁanr:: Perubahan Tr'i“&;n v Trh;-;ﬂan / ;gﬁ{?;i}ﬂ}
(Rp) (Rp) (Rp)
ol @) @) ) (5) (6) )
1 | Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Penyvediaan
Layvanan Rujukan | 63.842.000
Lanjutan bagi 55.564.000 | 55.564.000 | 3B.282.270 68,9 %%
Perempuan
Korban Kekerasan
Kewenangan Kab/
Kota
2. | Koordinasi
Pelaksanaan 12383000 36.399.000 | 36.399.000 | 31.723.800 87,16 %
Layanan AMPK
1 Rata-rata 78,03%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV

adalah sebesar 78,03 %.
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Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar

78,03 Uh,

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 139,55 %, yang berarti
terdapat penghematan penggunaan anggaran

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Honor tenaga Fulitimer yang tidak terserap dikarenakan tenaga Fulltimer

tersebut telah diangkat menjadi tenaga P3K.

b. Beberapa penanganan dilakukan oleh tenaga profesi internal schingga tidak

diberikan honorarium.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan hahwa realisasi capaian kinerja sebesar 186,92 % , dengan
kategori "sangat tinggi/ sangat berhasil” sedangkan realisasi anggaran sebesar

78,03 U, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 139,55 %.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala UPTD

PPA Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi sub kegiatan agar selaras dan relevan dengan tugas
fungsi Kepala UPTD PPA yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunap Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan

Anak.
Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui
73 Kepala DPW Kepala UPTD PPA
ot
SRIYANA, S.Sos, M.Si DYAH AYU ERMAWATI S.KM
NIP, 19680709 199003 1 008 NIP: 19690902 199203 2 011
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kebijakan Muda Triwulan IV Tahun
2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Muda mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kebijakan Muda melalui
pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah

ditetapkan.

Pekalongan, 2 januari 2026

NIP. 19740529 200701 2 005
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai

berikut ;

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta / anggola

2. Mengumpulkan ( mengenali dan mencari ) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional

3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan
( masalah formal )

4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat
sederhana (instansional)

5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan

6. Menyusun dan menetapkan metedologi untuk melakukan analisis kebijakan ( sesuai
dengan kebutuhan ) yang bersifat sederhana ([ 1-2 metode )

7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih
untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta [ anggota

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara
berkelompok sebagai peserta / anggota

9. Menganalisis permasalahan kebijakan

10.Menyusun alternatil kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan

11.Menyusun konsep [ draft yang bersifat beschiking ( penetapan )

12 Membahas konsep kebijakan sebagai peserta / anggota

13.Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan

14, Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta [ anggota

15.Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan
system yang ada

16.Mengolah dan menilai hasil pemantavan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
secara berkelompok sebagai peserta / anggota

17.Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota

18.Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta / anggota

19. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta/anggota

20. Menyusun kebijakan / peraturan pemerintah sebagai peserta / anggota

21. Menjadi Saksi Ahli

B. Struktur Jabatan
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Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana
diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021, sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini;

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

AN SUSTTAN OGRS
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FERLOUH TGN ANAE
| AN |
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e
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|
BOANG KELENBAGARY BOMG FEMBEADATARN
MASYARARAT DAN PEREMPUAN, SEMENHAN A
SENSEADAVALN ANAK DA PERLMOLAGAN
MASTARALAT PERENPUAN DA ANAK
# T
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BAB 11

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Muda Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Muda
Tahun 2025
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Targel Keterangan
|
Sasaran Kegiatan :

1 T_TETE'H]]EliIIjFH Persentase [ 100 Formulasi : jumlah kegiatan pencegahan
Pencegahan ketercapaian persen | kekerasan terhadap perempuan dibagl
Kekerasan pencegahan target kegiatan pencegahan kekerasan
Terhadap kekerasan  terhadap terhadap perempuan dikali 100
Perempuan Lingkup | perempuan  Lingkup Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Daerah Kab / Kota Daerah Kab / Kota baik

| Sumber data : DPMPPA
2 | Tercapainya | Persentase 100 Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan
| Pencegahan ketercapaian persen | kekerasan terhadap anak dibagi target
Kekerasan | pencegahan kegiatan pencegahan kekerasan
Terhadap Anak | Kekerasan Terhadap terhadap anak dikali 100
yang Melibatkan Anak yang Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Para Pihak Lingkup | Melibatkan para baik
Daerah Kab / Kota | Pihak Lingkup Sumber data : DPMPPA
Daerah Kab / Kota

3 | Tercapainya Persentase  forum 100 Formulasi : (Jumlah forum anak yang
Penguatan dan anak yang aktil persen | aktif / jumlah forum anak se kota
Pengembangan Pekalongan) X 100%
Lembaga Penyedia Tipe capaian : Semakin tinggzi semakin
Layanan baik
Peningkatan Sumber data : DPMPPA
Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kab/ Kota

4 | Tercapainya Persentase Sub | 16,67 | Formulasi :Jumlah sub kegiatan yang
Pelembagaan Kegiatan yang | persen | responsif gender pada tahun -n / target
Pengarus Utamaan | responsive gender sub kegiatan yang akan diresponsifkan
Gendef (PUG) pada gender s.d tahun 2026 ( 372 sub
Lembaga kegiatan, 2 sub
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| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target Keterangan
Sasaran Kegiatan :
| Pemerintah kegiatan/OPD/tahun)x100%
Kewenangan Tipe capalan : Semakin tinggi semakin
Kabupaten / Kota baik
—— Sumber data : DPMPPA
5 | Tercapainya Persentase 33,33 | Farmulasi : (Jumlah organisasi
Pemberdayaan Organisasi persen | kemasyarakatan flembaga
Perempuan Bidang | Kemasyarakatan/ kemasyarakatan yang dilatih / Jumliah |
Politik, Hukum, Lembaga seluruh organisas
Sosial, dan Ekonomi | Kemasyarakatan kemasyarakatan /lembaga
' pada Organisasi yang mendapatkan kemasyarakatan) x100%
| Kemasyarakatan sosialisasi/ advokasi Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Kewenangan Pemberdayaan baik
Kabupaten/ Kota Perempuan Sumber data : DPFMPPA
6 | Tercapainya Persentase Perangkat 100 Formulasi ¢ Jumiah DWFP yang
Penguatan dan derah vang | persen | melaksanakan kegiatan / Jumlah seluruh
Pengembangan melaksanakan Dharma Wanita yang ada x 100%
| Lembaga Penyedia | kegiatan dharma Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Layanan wanita baik
Pemberdayaan Sumber data : DPMPPA
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/ Kota
7 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Persentase ketercapaian
Penguatan dan ketercapaian persen | penguatan dan pengembangan lembaga
Pengembangan Penguatan dan penyedia lyanan bagi anak yang
Lembaga Penyedia | Pengembangan memerlukan perlindungan khusus
Layanan bagi Anak | lembaga  penyedia Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
yang Memerlukan | layanan bagi anak baik
Perlindungan vang  memeriukan Sumber data : DPMPPA
Khusus Tingkat perlindungan Khusus
Daerah Kabupaten/
Kota
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e Nasaten Nimeria todikator Nimerja 1 Target ‘ Keterangan
Nanat an Ned hogaaian
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Dodwanea Ml 'mnmm]mhmwmm dan Sinkronisasi
Naandinacs dan Samkromisast Pelaksanaan Kebfjakan Program dan
Rimkromacas Pelalxanaan  Kegiatan  Pencegahan  Kekerasan
Polntaannss - Rebjiaban,  Program Terhadap Perempuan  Kewenangan
l\mmlm Kegiatan Kabupaten/Kota
daw Legratan - Peacegahan ) )
o a X Th:upﬂn.&nﬂhmgim
Neverzan Perempunn  Lingkup Sumber data - DPMPPA
Techadop Daerah Kabupaten / " '
Perempaan Lingiap Kot
Dnerah Xob / Kova |
Techoamenya SN jamiah SDM | 27 Orang | Formulasi jumiah SDM Penyedia
Pespwdia layanan | Pempedia  Layanan Llayanan  yang  teriatih dan |
vangeriabh dan | vang  teriatih  dan mendapatian sertifikat Perlindungan
fe e bt s - mendapatian dan Penanganan AMPK |
serordat sertifikat i
: Semakin semakin
Perimdungen dan | Pectindungan  dan xm Unes
| Pesamganan AMFY | Penanganan AMPK Sumber data : DPMPPA
| Terlaksananya Jemish  kegiatan| 1 | Formulasi jumlah  kegistan |
l | pemiagahan Ktd terpadu Tipe s = Sesnakde b ; i
. m baik |
'l Sumber data : DPMPPA !
| ‘_ Jemiah Dokumen , ."
. ;‘I'm hasil Koordinasi dan 4 F«m--ru:ml-aal.Immlmhlr.n;a-lum-eznm}hmni1
| - Dodoemmes hasil siedzoatins dokumen | Koordinasi dan Sinkromisasi |
| kcondmzs dan Perumusan Perumusan Kebgakan
{ simkromsas Kebyakan Pengarusutamaan Geander (PUG) |
-1- Peramucan Penmarusutamaan Kewenangan Kabupaten/ Kotz |
Kebsakana Gender (PUG) Tipe capaian : Semakin tinggi semalia -
; Gemder (PUG) Vatngmtiey Fota Sumber data : DPMPPA ‘
i_ _wnﬂu .
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Sasaran Kinerja

Indikator Kinerja

Sasaran Sub Kegiatan :

5

Tersusunnya
Dokumen hasil
Sosialisasi
Peningkatan
Partisipasi
Perempuan di
Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan
ckonomi
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Jumilah Dokumen
hasil Sosialisasi
Peningkatan
Partisipasi
Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial
dan ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Target

2
dokumen

Keterangan

Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil
Sosialisasl  Peningkatan  Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial  dan  ekonomi  Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
baik

Sumber data : DPMPPA

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analis Kebijakan Muda Triwulan IV Tahun

2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Real isasi
Tasget

x 100%

2. Apabila

semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 2285 100%

Haalimae

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Shala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.15.d.90 Tinggi / Berhasll

65.154d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1s.d, 65 Rendah / Tidak Berhasil

0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Analis Kebijakan Muda Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Muda
Triwulan IV Tahun 2025
Target Rt st E:M
) Cap
| No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja S =3 = ] =5y Ry - <d s 3
' TWI TWAH | TWIIL | TWIV | TWI | TWIL | TWIIL | TWIV
| 1 | Tercapainya Pencegahan Persentase ketercapaian 100 . 66,67 66,67 | 100 - 66,67 66,7 100 100
Kekerasan Terhadap pencegahan kekerasan persen
| Perempuan Lingkup terhadap perempuan
Daerah Kabupaten /Kota | Lingkup Daerah
| Kabupaten / Kota
-
2 | Tercapainya Pencegahan Persentase ketercapaian 100 - - 100 - - - 100 100
‘ Kekerasan Terhadap Anak | pencegahan Kekerasan persen
yang Melibatkan Para Pihak | Terhadap Anak yang
|| Lingkup Daerah Kabupaten | Melibatkan para Pihak
| | / Kota Lingkup Daerah
| ' Kabupaten / Kota
|
3 | Tercapainva Penguatan dan | Persentase forum anak 100 + - 100 - - - 100 100
Pengembangan Lembaga yang aktif persen
Penvedia Layanan
| Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten / Kota
4 | Tercapainya Pelembagaan | Persentase Sub Kegiatan 16,67 . . . 16,67 s - 1935 | 116,11
, Pengarus Utamaan Gender | yang responsive gender persen persen persen
[PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten / Kota
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Kabupaten,/ Kota

Target Realisasi %
Neo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Capaan
Tahunan s, s.d. sd. sd. s.d. sd. s.d sd.
TW.I | TW.II TWAIL | TWIV | TWI | TWIL | TWIIL | TWIV
5 | Tercapainya Persentase Organisasi 33,33 - . - 33,33 - - - 3333 100
Pemberda:.:un Perempuan | Kemasyarakatan,/ persen persen persen
Bidang Politik, Hukum, Lembaga
Sosial, dan Ekonomi pada Kemasyarakatan yang
Organisasi Kemasyarakatan | mendapatkan |
Kewenangan Kabupaten/ | sosialisasi/ advokasi |
Kota Pemberdayaan |
Perempuan |
6 | Tercapainya Penguatan dan | Persentase Perangkat 100 T 100 - - 100 100
Pengembangan Lembaga derah yang persen persen persen
Penyedia Layanan melaksanakan kegiatan
Pemberdayaan Perempuan | dharma wanita
Kewenangan Kabupaten/
. Kota
|
7 | Tercapainya Penguatan dan | Persentase ketercapaian 100 - 100 - . 100 100
Pengembangan Lembaga Penguatan dan persen persen persen
: Penyedia Layanan bagi Pengembangan lembaga
Anak yang Memerlukan penyedia layanan bagi
Perlindungan Khusus anak yang memerlukan
Tingkat Daerah perlindungan Khusus
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Target Realisasi %
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja (2paian
T — s.d sd sd sd s.d sd sd sd
TWI| TWI | TWHI | TWIV | TWI | TWI | TWIIl | TWIV
B | Tersusunnya Dokumen Hasil | Jumlah Dokumen Hasil 3 - 2 2 3 - 2 2 3 100
Koordinasi dan Sinkronisasi | Koordinasi dan dokumen dok dok dok dok dok dok
Pelaksanaan Kebijakan, Sinkronisasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan Kebijakan, Program dan
Pencegahan Kekerasan Kegiatan Pencegahan
! Terhadap Perempuan Kekerasan Terhadap
| Lingkup Daerah Kabupaten / | Perempuan Lingkup
| Kota Daerah Kabupaten / Kota
9 | Terlayaninya SDM Penyedia | Jumlah SDM Penyedia 27orang | - - - 27 - - 27 100
Layanan yang terlatih dan Layanan vang terlatih dan orang orang
mendapatkan sertifikat mendapatkan sertifikat
Perlindungan dan Perlindungan dan
Penanganan AMPK Penanganan AMPK
10 | Terlaksananya kegiatan Jumlah kegiatan 1 - 1 - 1 100
pencegahan KtA terpadu pencegahan KtA terpadu kegiatan kegiat kegiat
_ an an
' 11 | Tersusunnya Dokumen hasil | Jumlah Dokumen hasil 4 - 1 2 4 1 2 4 100
' koordinasi dan sinkronisasi | Koordinasi dan dokumen dok dok dok dok dok dok
| Perumusan Kebijakan sinkronisasi Perumusan
] Pengarusutamaan Gender Kebijakan
(PUG) Kewenangan | Pengarusutamaan Gender
| | Kabupaten/ Kota (PUG) Kewenangan
| Kabupaten/ Kota
- 12 | Tersusunnya Dokumen hasil | Jumlah Dokumen hasil 2 - 1 2 - 1 - 2 100
| | Sosialisasi Peningkatan Sosialisasi Peningkatan dokumen dok dok dok dok
Partisipasi Perempuan di Partisipasi Perempuan di
| Bidang Politik, Hukum, Sosial | Bidang Politik, Hukum,
dan ekonomi Kewenangan Sosial dan ekonomi
Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/
Kota
( Rata-rata Capaian | 101,34
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Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV berdasarkan table

di atas adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya perencanaan yang baik, ketersediaan anggaran dan sarana
prasarana memadai, kualitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan serta
sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif.

2. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan schedule yang telah disusun sehingga
capaian kinerja terpenuhi melebihi target.

3. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sub kegiatan yang responsif
gender sejumlah 372 sub kegiatan sehingga hasil persentase capaian melebihi
target yang ditetapkan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Analis Kebijakan Muda adalah sebesar 101,34 % dengan

kategori "sangat tinggi /sangat berhasil”

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Kebijakan Muda Triwulan IV
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan yang tepat waktu sesuai perencanaan schingga capaian kinerja

terkondisikan sesuai target
Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui
KEPALA BIDANG PP, PHA DAN PPA ANALIS KEBJJAKAN MUDA
L
ENDAH WULANDARL S.Psi
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19740529 209701 2 005
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan
publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil
pada khususnya bahwa Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagal media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026

Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

I

Dyah Nastiti, $.Sos
Penata Muda

NIP. 19940923 202203 2 013
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Gambar 1.1 Struktur OrganiSasi ...
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak  mempunyai uraian tugas jabatan adalah
melaksanakan kegiatan teknis operasional, penyiapan bahan serta pengelolaan data
dan informasi dalam bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dar pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
porgram/kegiatan yang c‘:isen:a: dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penata Kelola Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2025 adalah sebagal berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025

No Sasaran Sub Keglatan Indikator Kinerja Target
1 | devul:asin]ra dan Jumlah Lembaga Puﬂye&ia—layman flflﬁgag;a

terdampinginya Lembaga Penyedia | Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

| Layanan Pemberdayaan Kabupaten/Kota  vang  Mendapat

Perempuan Kewenangan Advokasi dan Pendampingan

Kabupaten/Kota
2 Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 5

Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan | dokumen

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas | Kualitas Hidup Anak  Kewenangan

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kabupaten /Kota

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Realimst 1009

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja =—1=‘;-E- x 100%
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinera sasaran sesual Permendagri
No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasl penilaian dengan pengukuran dengan skala
ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Predikat / Kategori

90.1 5. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15d.90° Tinggi / Berhasil

65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini ;

Laporan Kinerja Triwulan IV Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan, 2025



Pengukuran Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.3

Triwulan IV Tahun 2025

Target Reallsas|
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tzﬁ:n ™ T TW ™ I T™W ﬂi:iun
il 11 ] 1]
1 | Teradvokasinya dan terdampinginya | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 2 lembaga
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota yang - - 1009,
Kewenangan Kabupaten /Kota Mendapat Advokasl dan
Pendampingan
2 | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dakumen Hasil Koordinasi 5 dokumen
Koordinas| dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 1 3 1 100 %
Hidup Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
Rata-rata Capalan 100%

Laporan Kinerja Triwulan [V Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan Anak
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1. Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
berjumlah 2 (satu) Lembaga yaitu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota
Pekalongan dan Perkumpulan Organisasi Wanita (POW) Kota Pekalongan. Adapun
aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Kegiatan Workshop Deteksi Dini Kanker Payudara dalam rangka Peringatan HUT
DWP Ke 26 dan Hari Ibu ke-97
b. Penyusunan doekumen laporan pertanggungjawaban hibah POW Kota Pekalongan

2. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima)
dokumen meliputi dokumen :

a. Sosialisasi Internet Aman untuk Anak

b. Koordinasi Kota Layak Anak (KLA)

¢. Advokasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) tingkat
Kecamatan

d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

e, Sosialisasi Pengembangan Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)
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DPMPPA Kota Pekalongan, 2025



BAB III
PENUTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi

capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

adalah sangat berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada
indikator kinerja organisasi.

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui
Kepala Bidang PP,PHA dan PPA Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Endah Wulandari, S.Psi Dyah Nastiti, $.50s,
NIP. 19800512 200512 2 020 NIP, 19940923 202203 2 013
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu,
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik [(good governance), mendorong peningkatan pelayanan
publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil
pada khususnya bahwa Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan

dan Per]indunfan Anak
P

&
Kharisma Ema Fatma, S.Psi
Penata Muda Tingkat |

NIP. 19960311 202012 2 026
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....c..e e 1
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Penata Kelola
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak.
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pengelolaan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang berkaitan dengan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagal berikut :

Tabel 21
Perjanjian Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025

No Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

1. | Terlayaninya
Peningkatan
Hidup

Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kualitas
Anak

Target

Jumlah Anak yang Mendapatkan
Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak  Kewenangan
Kabupaten/Kota

300 orang

2. | Tersusunnya Dokumen
Hasil Penguatan
|ejaring Antar Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan  Kualitas
f Hidup Anak
Kewenangan

| Kabupaten/Kota

Hasil
Antar

Dokumen
Penguatan lejaring
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah

Penjelasan Tabel 2.1

2 dokumen

1. Terkait Indikator Kinerja pertama yakni Jumlah Anak yang Mendapatkan
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota target
kinerja 300 orang yang terdiri dari 200 anak peserta Festival Anak, 50 anak
peserta Advokasi Penguatan Kapasitas Forum Anak dan 50 anak penerima

manfaat Layanan PUSPAGA.
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2, Terkait Indikator Kinerja kedua Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota target kinerjanya berjumlah 2 dokumen yakni dokumen
kegiatan Pelatihan KHA dan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga.

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 11l Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = B=liss 100%,
Targer

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

_Tazger ¥ 100%

Aealisas

Capaian Indikator Kinerja

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal ~ Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
. 65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s5.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 | Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Triwulan [V Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini ;
Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Triwulan IV Tahun 2025

Target Realisasi Capaian | e
Sasaran Sub Indikator Target ‘ sampal | Capaian
Kegiatan Kinerja Tahupan | TW | TW | TW | TW [TW | TW | TW | TW | TWIV
I Il 11} v 11 11} v
Terlayaninya | Jumlah Anak | 300org | 13 | 49 | 226 | 12 | 13 | 49 | 226 | 24 | 31Zorg | 104%
Peningkatan | yang org |org | org | org | org | org | arg | org
Kuoalitas Mendapatkan |
Hidup Anak | Layanan
Kewenangan | Peningkatan
Kabupaten/ | Kualitas
Kota Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/
Kota ) gl =
Tersusunnya | Jumlah 2 dok 1 - ldok | - 1 1dok | - 2 dok 1004
Dokumen Dokumen dok dok
Hasil Hasil
Penguatan Penguatan
|ejaring Antar | Jejaring Antar
Lembaga Lembaga
Penyedia Penyedia
Layanan Layanan
Peningkatan | Peningkatan
Kualitas Kualltas
Hidup Anak Hidup Anak
‘ Kewenangan | Kewenangan |
Kabupaten/ Kabupaten/
‘Kuta Kota
Rata Rata Capaian - 102%
Penjelasan Tabel 2.3.

1

Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota di TW IV berjumlah 24 orang yang terdiri dari 19

orang anak Pengurus Forum Anak Kota dan Forum Anak Kecamatan yang

mengikuti Training Motivation Forum Anak serta 3 orang anak mendapat layanan

konseling dan 2 orang anak mendapat layanan Pendampingan Dispensasi Kawin.
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Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai

berikut -

1, Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan sesuai
dengan anggaran kas yang tersedia.

2. Penjadwalan Pendampingan PUSPAGA juga dibuat sesegera mungkin sehingga
Klien PUSPAGA tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menunggu jadwal

pendampingan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan koordinasi baik dengan pihak-pihak internal OPD seperti
Kepala Bidang dan pihak eksternal OPD seperti Tim PUSPAGA.

2. Lebih mencermati Rencana Aksi dan Rencana Anggaran Kas tiap-tiap Triwulan

agar seluruh kinerja dapat tercapat sesuai dengan target kinerja.
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BAB Il
PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak adalah sebesar 102% dengan kategori Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penata Kelola Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan [V Tahun 2025 adalah sebagal berikut

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada
indikator kinerja organisasi.

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui

Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19960311 202012 2 026
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

Penelaah Teknis Kebijakan di Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025

Ripindai dengan

8 CamScanner



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiral Allah SWT karena alas limpahan rahmat dan
karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun
2025 dapal diselesaikan lepat wakiu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah salu cara uniuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Hal ini
sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakal umumnya dan Pegawai
Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau
Kelurahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun oufcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tenlang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026
Penelaah Teknis Kebijakan

A
Alina Kamila Pratiwi, S.Psi
Pangkat/Gol. lilfa

NIP. 19950430 202203 2018
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomaor 54,8 Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawal Negeri Sipil pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakal, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Analis
Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
keperluan penyelesaian pekerjaan

2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam
bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas

3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek keria dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan

4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit
agar hasil felaahan dapat bermanfaat

5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

B. Strukfur Jabatan
Struklur organisasi jabatan Analis Kemasyarakatan sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program / kegialan yang diserlai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja,terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah alas kinerja terukur lertentu berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah

esejahteraan Keluarga

sebagai berikut:
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Ta.hun 2025
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 [Tersusunnya Dokumen MJumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serla
Perkembangan Desa  Lomba Desa dan Kelurahan 2 Dokumen
ria Lomba Desa dan
;lu rahan
2 [Tersusunya Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
asil Fasilitasi Tim Tim Penggerak PKK dalam
enggerak PKK dalam [Penyelenggaraan Gerakan
enyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan | 1 Dokumen
erakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
asyarakat dan

Laporan Kinerja Trivwulan [V *Penelaah Teknis Kebijakan"|
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara larget dengan realisasi indikalor kinerja
kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin lingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja= Bealisasi 1 ngoy,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= 2222 x100%
Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicalor kinerja sasaran sesuai
Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Dsrlé?r!laal Predikat/Kategori
90.1s.d. lebih Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
75.1s.d. 90 Tinggi/Berhasil
65.15.d.75 Sedang/Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Ran;is:l;!az?ngat Tidak

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun
2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Laporan Kinerja Triwalan IV *Penelaah Teknis Kebijakan®|
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebljakan

Triwulan IV Tahun 2025
Realisasi %
Targel | Capalan
No Uralan Tugas Indikator Kinerja Tahunan | TW 1 [TWII
1 TTersusunnya Dokumen Wumlah Dokumen |2 Dokumen| 0 | 2 100 %
Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
Perkembangan Desa  Perkembangan
rta Lomba Desa dan Desa serla Lomba
elurahan Desa dan Kelurahan
2 [Tersusunya Dokumen MJumlah Dokumen |1 Dokumen| 0 0 100%
asil Fasilitasi Tim Hasil Fasilitasi Tim
enggerak PKK dalam |[Penggerak PKK
enyelenggaraan dalam
rakan Pemberdayaan Penyelenggaraan
asyarakat dan Gerakan
Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan
asyarakat dan
esejahteraan
eluarga
= 100%

W Loporan Kinerfa Triwulan IV "Penelaah Teknls Kebijakan"|
2| “Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapal disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Triwulan IV adalah sebesar

100% dengan kategori “Sangat Tinggi". Arlinya capaian kinerja lelah mencapai largel
yang lelah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Penelaah Teknis Kebijakan

dan Pemberdayaan Masyarakat,

) Atina Kamila Pratiwi, S.Psi
NIP.19860804 2004122002 NIP. 19950430 202203 201
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

|

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan 1II
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance)mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, danNepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi
pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026
Penelaah Teknis Kebijakan

Desi Lestari,S.E
Pangkat/Gal. lll/b
NIP. 19891212 202012 2013

Laporan Kinerja Triwulan IV “Penelaah Teknis Kebijakan"| “Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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BABI
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54 B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Penelaah Teknis
Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan melakukan kegiatan penelaahan kebijakan
dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat
dan pemberdayaan masyarakat.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BABII
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja,terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target T

1 [Tercapainya Pemberdayaan  Persentase lembaga
Lembaga Kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang
|

. Bergerak di Bidang terfasilitasi dalam
. Pemberdayaan Desa dan peningkatan kapasitas dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah diberdayakan
Kabupaten/Kota serta 100 %

Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat

Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah :
Kabupaten/Kota
No | Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 |Tersusunnya Dokumen Hasil  Jumlah Dokumen Hasil ' 1 dokumen

|
Penataan, Pemberdayaan dan Penataan, Pemberdayaan

IPandayagunaan Kelembagaan dan Pendayagunaan
Lembaga Kemasyarakatan Kelembagaan Lembaga
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, [Kemasyarakatan |

Laporan Kinerja Triwulan IV “Penelaah Teknis K.ebijakan”| "Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, dan Perlindungan Anak” 2025



Posyandu, LPM, dan Karang  [Desa/Kelurahan (RT, RW,
Taruna), Lembaga Adat PKK, Posyandu, LPM, dan
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Karang Taruna), Lembaga
Hukum Adat Adat Desa/Kelurahan dan
ItMasyarakat Hukum Adat

2 [Tertingkatnya kapasitas Jumiah Lembaga 2 lembaga
J Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Desa/Kelurahan (RT, RW,
Posyandu, LPM, dan Karang PKK, Posyandu, LPM, dan
Taruna), Lembaga Adat Karang Taruna), Lembaga
Desa/Kelurahan dan Masyarakat/Adat Desa/Kelurahan dan
iHukurn Adat asyarakat Hukum Adat
| yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
3 [Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil 1 laporan |
Fasilitasi Pemerintah Desa Fasilitasi Pemerintah Desa
dalam Pemanfaatan Teknologi dalam Pemanfaatan
[ Tepat Guna Teknologi Tepat Guna

La
Pe

poran Kinerja Triwulan IV “Penelaah Teknis Kebijakan"| "Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja= 3sehsm o 10004
Targer

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= I8¢ x100%
LTk T H

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

154 angat Tinggl’ Sangat Berhasil
| ?5.1 s.d 90 n = 38
65.1s5d.75 Ssdﬂvﬁ%%%hﬁjl
50.1s.d.65 Rend
0sd. 50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan IV Tahun 2025

Realisasi 1
‘ Target : %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja | tahunan | TW | TW | TW | TW Capaian
. I v
Tercapainya Persentase lembaga |
Pemberdayaan kemasyarakatan yang
embaga terfasilitasi dalam
1 [Kemasyarakatan ‘peningkatan 100 % 0 (100 0 | O 100
ang Bergerak di kapasitas dan i |
Bidang diberdayakan |
Pemberdayaan Desa |
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Realisasi
Target %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja | rahunan | TW |TW TW | TW Capaian
| i {mjiv
dan Lembaga Adat |
Tingkat Daerah r |
bupaten/Kota
Pemberdayaan
asyarakat Hukum

Adat yang

Masyarakat | '

Pelakunya Hukum | |

Adat yang Sama |

dalam Daerah

Kabupaten/Kota |

Tersusunnya Jumiah Dokumen |

\Dokumen Hasil Hasil Penataan, | |

Penataan, Pemberdayaan dan

Pemberdayaan dan |Pendayagunaan

Pendayagunaan Kelembagaan

Kelembagaan Lembaga

Lembaga {Kemasyamkatﬂn 1
2 Kemasyarakatan  [Desa/Kelurahan (RT, dokisman 0 0 (0] 1 100

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, ,

RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang '

ILPM, dan Karang  Taruna), Lembaga

Ll'aruna}. Lembaga |Adat Desa/Kelurahan

L\dat Desa/Kelurahandan Masyarakat

dan Masyarakat Hukum Adat

ngukum Adat

Tertingkatnya Jumlah Lembaga

kapasitas Lembaga ll(emasyarakatan
3 Kemasyarakatan DesalKelurahan (RT, 2lembaga 0 | O | 1 1 100

Desal/Kelurahan (RT, IiRW, PKK, Posyandu,

RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang |

LPM, dan Karang aruna), Lembaga i
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Realisasi

- Target %

No Uraian Tugas Indikator Kineria | Tahunan T';N T;.:v Tl‘r;.' 'E:::-' Capaian

Taruna), Lembaga /Adat Desa/Kelurahan ]

Adat Desa/Kelurahanidan Masyarakat

dan Masyarakat ‘Hukum Adat yang

fHuI-cum Adat Ditingkatkan

Kapasitasnya

Tersusunnya Jumiah Laporan Hasil

Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
4 dalam %’emanfaatan Tlaporan| 0 | 1 | 0 | O 100

Pemanfaatan eknologi Tepat

Teknologi Tepat una

Guna

- " Rata-rata Capaian 100
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BABIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Triwulan IV adalah
sebesar 100 % dengan kategori “Sangat Tinggi / Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan,02 Januari 2026
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Penelaah Teknis Kebijakan,

NIP.19860804 200412 2 002 NIP. 19891212 202012 201
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

L ——EEE ]

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis
Kebijakan Triwulan |V Tahun 2025 dapal diselesaikan lepat wakiu. Laporan
Kinena (LKj) sebagai bagian dan Sistem Akuntabililas Kinena (Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good govemance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah prakiek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat
umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa
output maupun oufcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi
kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026
Penelaah Teknis Kebijakan

. " i
Penata Muda Tingkat If llib
NIP. 18691116 202012 2 012
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"Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025

Dipindai dengan |
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi

DAFTAR GAMBAR
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan, Jabatan Penelaah Teknis Kebijjakan mempunyal uraian tugas
jabatan melakukan kegiatan penelaahan kebijakan dalam rangka penyusunan
rekomendasi kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DPMPPA

1
SEKRFETARIS IMNAS

IABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG RENVAL KASUBAG UMPEG
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja.
Melalui penanjian kinerja, terwujudiah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025
No | Uraian Tugas Indikator Kinerja | Target |

1 | Tersusunya bahan-bahan kerja | Jumlah laporan kepegawaian | 1 Laporan
' yang berkaitan dengan bidang yang tercipta
kepegawaian sesual dengan
prosedur yang berdaku untuk
keperuan penyelesaian |

. pekerjaan SA— R, ;

2 Teriaksananya administrasi Jumlah laporan administrasi 1 Laporan |
kepegawaian yang meliputi | Yang tersusun
|Kmaikan panakat. pensiun.
presensi, cuti, dan penghargaan I
secara cepat dan tepat.

' 3 Terlaksananya koordinasi | Jumlah koordinasi yang 12 Kali
dengan wunit kerja instansi | terlaksana
| seanial dangan prosedur yang
berlaku untuk  kelancaran
|p¢qi_mmn&n tugas

4 | Tersusunnya laporan  hasil | Jumiah laporan pelaksanaan | 1 Laporan
pelaksanaan  tugas  sesuai fugas yang tersusun
dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan

| penanggungjawaban

Laporan Kinerja Triwulan IV “Peneloah Teknis Kebijakan®|
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja = 228225 y 100%,
Targs:t

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja= =8 x 100%
Realisas

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

___ Skala Ordinal Predikat |
501sd lebin Tinggi / Berhasil
75.1s5d 90 1
651sd 75 Sedang / Cukup Berhasil

801sd 65 Rendah / Tidak Berhasil
O0sd 50 Sangal Rendah | Sangal Tidak
Berhasil

Lapaoran Kinerja Triwulan IV ~Penelaah Teknis Kebljokan”|
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Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel
2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025
I i ~ Realisasi
Indikator Target Target %
No Uraian Tugas Kinerja Tahunan | Triwulan IV Tﬁ?v"l'" Capaian
Tersusunya bahan-  Jumiah 1 Laporan | 1 Laporan 1 100%
bahan kerja yang laporan | Laporan
berkaitan dengan kepegawaian
bidang kepegawaian | yang tercipta
1 sesual dengan

| prosedur yang
berlaku untuk |
keperduan |
penyelesaian |
Terlaksananya Jumiah 1 1 Laporan 1 100%
administrasi ' laporan Laporan Laporan
kepegawaian yang @ administrasi

2 | meliputi kenaikan yang tersusun
pangkat, pensiun, |
presensi, cuti, dan
penghargaan secara

_cepat dan tepat. - =
Terlaksananya Jumiah 12Kali | 6 Kali 6Kali | 100%
koordinasi dengan koordinasi
unit kerja instansi yang

3 sesuai dengan terlaksana
prosedur yang
beriaku unfuk
kelancaran

_ pelaksanaan lugas | :

"Tersusunnya Jumiah ( 1 flaporan | 1 100%
laporan hasil laporan | Laporan Laporan
pelaksanaan tugas | pelaksanaan

‘ 4 | Sesuaidengan tugas yang
prosedur yang tersusun
beraku sebagail
bahan evaluasi dan ‘ ‘
- _ pertanggungjawaban
‘ I Rata-rata Capalan 100%

Laparan Kinerjg Triwulan IV “Peneloah Teknis Kebijokan®|
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BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Triwulan IV Penelaah Teknis Kebijakan adalah
sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi/ Sangat berhasil .

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinerja yang sudah
ditetapkan

2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja
organisasi.

Pekalongan, 02 Januan 2026

Penelaah Teknis Kebijakan

&

Ariefa Risydiana Maulida, S.|P
NIP, 19891116 202012 2 012
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
ARSIPARIS TERAMPIL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Arsiparis Terampil
TRIWULAN IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK])
sebagai bagian dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Analis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa outpuf maupun oufcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Arsiparis Terampil melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan,
Arsiparis Terampil

it

DYA AYU PRAMITHA, A.Md
Pengatur Tk. |

NIP. 19970131 201903 2 002
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur OrganiSasi ...
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Arsip
Masional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas

Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan , Arsiparis Terampil Triwulan IV Tahun 2025 mempunyai
uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Membuat dan Menerima Arsip Naskah Dinas/Surat Dalam Rangka Penciptaan
Arsip
Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif
Melakukan Preservasi Arsip
4. Mengemas Bahan Pameran Arsip Tekstual dan Virtual

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Arsiparis Terampil sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DPMPPA

SEKRETARIS DINAS
JABATAN FUNGSIONAL
HEASUBAG: RENVAL KASUBAG UMPEG
ARSIPARIS
TERAMPIL
JPELAKSANA

Laporan Kinerja Triwulan IV "Arziparis Terampil”|
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BAB i

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Arsiparis Terampil Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Arsiparis Terampil
Tahun 2025
| No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
| 1 | Membuat dan Menerima | Jumlah Arsip/Naskah Dinas 600
Arsip/Naskah  Dinas  dalam | yang tercipta Surat/Dokumen
Rangka Penciptaan Arsip
2 | Melakukan Pemberkasan Arsip | Jumlah Arsip Aktif yang 600
Aktif diberkaskan Surat/Dokumen
3 | Melakukan Perawatan dan | Jumlah Arsip yang 300
Pemeliharaan Arsip dipreservasi Surat/Dokumen
4 | Melaksanakan tugas-tugas lain | Jumlah tugas-tugas lain yang 24 kali

yang diberikan atasan

diberikan atasan vang
dilaksanakan

2 Loporan Kinerjo Triwulan IV "Arsiparis Terampil”|
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan IV Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator
kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = B=2l=2  + 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja= =222 x 100%

Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90 Tinggi / Berhasil
B5.1sd 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
Osd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak
Berhasil

Adapun capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan IV Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

= Loporan Kinerjo Triwulan IV "Arsiparis Terampil”|
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Arsiparis Terampil Triwulan IV Tahun 2025

. Target T
. Indikator Target | 5 Realisasi %
No Uralan Tugas Kinerja Tahunan T"wp:fla" Triwulan IV | Capaian
Membuat dan
Menerima Jumlah
1 Arsip/Naskah arsip/naskah 600 Surat/ | 150 Surat/ | 150 Surat/ 100%
Dinas dalam st Sl Daokumen Dokumen Dokumen o
Penciptaan Arsip
Melakukan Jumlah arsip
2 |Pormeatan | Jang | Q0S| Sosuat/| 1805w | oy
Arsip Aktif diberkaskan
Melakukan i
4 | Perawatan dan J;ﬁ“"*‘h arsip | 300 Surat/ | 75 Surat/ | 75 Surat/ s
Pemeliharaan gi E%ihara Dokumen Dokumen Dokumen =
Arsip P
Melaksanakan ‘:SE‘;?E#QEE'
4 “glaﬁ};%ﬁﬁ:” yang diberikan | 24 kali 6 Kali 6 Kali 100%
;tasgan a?asan yang
dilaksanakan
Rata-rata Capaian 100%

Loporan Kinerjo Triwulan IV "Arsiparis Terampil”|
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak” 2025




BAB Il
PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Triwulan |V Arsiparis Terampil adalah sebesar 100%

dengan kategori Sangat Tinggi/ sangat berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Arsiparis Terampil Masyarakat
Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinerja yang sudah
ditetapkan
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 2 Januari 2025
Mengetahui
Kepala Sub Bagia/r;r, Umum dan/ Kepegawaian Arsiparis Terampil
Andi Haryanto, SE Dya Ayu Pramitha, A.Md
NIP. 19750620 199603 2 002 NIP. 19970131 201903 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi
Perkantoran Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (goodgovernance),mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Pengadministrasi Perkantoran mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja,
melalui laporan ini dapat diketahu itingkat efektlitas dan efesiensi kinerja
Pengadministrasi Perkantoran melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026
Pengadministrasi kantoran

Pengatur Tk. 1
NIP.197601112012121001

Laporan Kinerja Triwulan 1V Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan , Pengadministrasi Perkantoran
mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya dokumentasi surat / dokumen / berkas keuangan.
2. Tersedianya penerimaan, pencatatan dan
penyortiransurat/dokumen/berkas keuangan.
3. Tersedianya administrasi urusan bidang keuangan, dan
mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan .
4. Tersedianya pengelompokan surat/dokumen/berkas keuangan menurut
jenis dan sifatnya.

5. Tersedianya berkas Penatausahaan keuangan
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Perkantoran,sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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DAN ANAK — ARGGARAN DAN
PELAPORAN
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PerjanjianKinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan porgram/ kegiatan yang disertai dengan indicator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang sertasum berdayayang

tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi

2025 adalah sebagai berikut:

Perkantoran Tahun

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun2025

No UraianTugas IndikatorKinerja Target

1 Tersedianya dokumentasi surat / | Jumlah berkas transaksi 14 berkas
dokumen / berkas keuangan . gaji dan tunjangan

2 Tersedianya penerimaan, Jumlah Perekaman berkas 1000
pencatatan dan penyortiran transaksi Keuangan berkas
surat/dokumen /berkas keuangan.

3 Tersedianya administrasi urusan | Jumlah berkas 12 berkas
bidang keuangan, dan pertanggungjawaban
mendokumentasikan surat / Keuangan
dolkumen / berkas keuangan .

4 | Tersedianya pengelompokan Jumlah berkas Rekonsiliasi | 4 berkas |
surat/dokumen/berkas keuangan | Keuangan
menurut jenis dan sifatnya.

5 Tersedianya berkas Jumlah berkas 12 berkas
Penatausahaan keuangan Penatausahaan Keuangan
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B. CapaianKinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan 111
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semnakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja=  Realisss o 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasl menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= =S8 »100%
Realisam

CAPAIANINDIKATORKINER]A

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicator kinerja sasaran
sesuai Permendagri No.54 Tahun2010, menggunakan interpretasi penilaian
dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

90.15.d.Jebih SangatTinggl/SangatBerhasil
75.15d.90 Tinggi/Berhasil
65.15.d.75 Sedan&iﬂnkupﬂerhasﬂ
50.1s.d. 65 Rendah /TidakBerhasil
Os.d, 50 SangatRendah/ SangatTidakBerhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan
IV Tahun2025 sebagaimana table 2.3 di bawah ini :
Tabel2.3
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Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan [V Tahun 2025

No Uraian Tugas Indik;_atar ' 'I:g;ll:xgne;n ;r;;%zti 1%?;:5;;'[ Ca;?gian
Kinerja dengan dengan
Triwulan IV | Triwulan [V

1 [Tersedianya Jumlah berkas | 14 berkas|14 berkas 14 berkas 100 %
dokumentasi surat /  {transaksi gaji
dokumen / berkas dan tunjangan
keuangan .

2 [Tersedianya Jumlah 1000 |1000 berkas |1000 berkas [100 %
lpenerimaan. pencatatan [Perekaman berkas
dan penyortiran berkas
surat/dokumen/berkas transaksi
keuangan. Keuangan

3 [Tersedianya Jumlah berkas |12 berkas| 12berkas |12Zberkas |100%
administrasi urusan pertanggungja
bidang keuangan, dan waban
mendokumentasikan  Keuangan
surat / dokumen /
berkas keuangan .

4 [Tersedianya Jumlah berkas | 4 berkas |4 berkas 4 berkas 100 %
pengelompokan Rekonsiliasi
surat/dokumen/berkas Keuangan
Eeuangan menurut jenis

an sifatnya.

5 'f‘érseﬂ?anya berkas Jumlah berkas |12 berkas|12 berkas 12 berkas  |100 %
Penatausahaan Penatausahaan
keuangan Keuangan

Rata-rataCapaian | 100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah
sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan di OPD

2. Ketepatan pembuatan Laporan Keuangan dan kegiatan tepat waktu
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Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:
1. Aplikasi seringnya gangguan dan error pada aplikasi Keuangan
2. Kurangnya pengetahuan tentang aplikasi keuangan karena kurangnya
pelaksanakan pelatihan tentang aplikasi keuangan
Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya
adalah sebagai:
1. Perbaikan ]Jaringan Internet pada OPD
2. Pelatihan tentang aplikasi keuangan dilaksanakan oleh OPD Teknis .
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 100 %

dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerfa dalam Pengadministrasi Perkantoran
Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikul:
1. Perbaikan pada Aplikasi Keuangan dan akses jaringan internet yang lebih
cepat untuk mendukung kelancaran keuangan.
2. Pembuatan S$P] Keuangan agar lebih cepat dalam pembuatan .
3. Pertanggungjawaban keuangan agar sesuai dengan target yang telah di

rencanakan
Pekalongan, 2 Januari 2026
Mengetahui Pengadministrasi Perkantoran,
Kepala Sub Bagian

Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

i

FASEHAH.SH HADY SASMITO
NIP. 197702081996032002 NIP. 197601112012121001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj)} Pengadministrasi Perkantoran Triwulan IV
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagal bagian dari
Sistemn Akuntabilitas Kinerfa Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal int sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasi Perkantoran mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi vang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Perkantoran
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
vang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
|

Wi

Pengatur Tk.]
NIP. 19830529 200901 1 D09

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

......................................................................................
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang
jabatan dan Analis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengadministrasi Perkantoran mempunyai
uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut ;

Analis

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.

Z. Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.

3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan
pendistribusian.

4. Mengadministrasikan  urusan  bidang  pengamidministrasi umum  dan
mendokumentasikan surat/dokumen/berkas keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban,
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Perkantoran sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan porgram/keglatan yang disertai dengan Indikator kinerja. Melalul

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi,
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Tahun 2025 adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran
Tahun 2025
No Uralan Tugas .l Indikator Kinerja [ Target
1 | Tersedianya Jasa Surat i Jumiah suratdokumen/berkas | 12 Builan
Menyurat | bidang pengadministrasian umum
L yang di kelola
2 | Tersedianya Peralatan dan | Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Terengkapan Kator yang di kelompokkan bidang |
| pengadministrasi umum menurut
jenis dan sifatnya sesuai dengan I'
prosedur dan ketentuan yang
berlaku
3 | Tersedianya Jasa Jumiah surat/dokumen/berkas I 12 Bulan
Palayanan Umum Kantor bidang pengadministrasian umum |
- _ _yang di kelola | !
4 | Tersedianya Jasa Jumlah surat/dokumen/berkas 16 Dokumen
Pemeliharaan, Biaya yang di kelompokkan bidang |
Pemeliharaan dan Pajak pengadministrasi umum menurut
Kendaraan Perorangan jenis dan sifatnya sesuai dengan |
Dinas atau Kendaraan prosedur dan kelenluan yang |
| Dinas Jabatan | beriaku - - ] =
5 | Terpeliharanya Jumiah surat’dokumen/berkas | 12 Bulan
Pemelinaraan/Rehabilitasi | bidang pengadministrasian umum
Sarana daPrasarana yang di kelola |
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya | '
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B. Capalan Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan [V
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya Kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Bhean 4 1009
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = —£= x100%

Rea.iram

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesual
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

—— ikl ] Kaiago
90.1 sd. jebih Sangat Tingsl / Sangat Berhasil
75.1 4. 90 Tings) / Berhasil
65.1sd 75 Sedang / Cukup Berhasil .
50154 65 Rendal / Tidak Berhasit
0sd 50 Sangat Rondah / Sangat Tidsk Berhasil
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Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan IV Tahun

2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Pengadministrasi Perkantoran
Triwulan IV Tahun 2025

e ‘ Target Target | Realisasi | %
raian Tugas [ Indikator Kinerja Yalime TriT:Ean Tl‘ii;:;llnn Capaian
1 | Tersedianya Jasa Surat | Jumiah 12Bulan | 12Bulan | 12 Bulan 1009
Menyurat surat/dokumenberkas '
bidang pengadministrasian
umum yang di kelola |
2 | Tersedianya Peralatan | Jumiah 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 1009%
dan Terlengkapan surat/dokumen/berkas yang |
Kator di kelompokkan bidang .
pengadministrasi umum ' |
menurut jenis dan sifatnya
sesual dengan prosedur dan
| | ketentuan yang berlaku N
3 | Tersedianya Jasa Jumiah 12 Buian 12 Bulan 12 Bulan | 100%
Pelayanan Umum surat/dokumen/berkas |
Kantor bidang pengadministrasian i
= | umum yang di kelola
4 | Tersedianya Jasa Jumiah 16 16 16 100%
Pemeiiaraan. Biaya | suratidokumenmerkasyang | . ‘ Dokumen = Dokumen
Pemeliharaan dan di kelompokkan bidang
Pajak Kendaraan pengadministrasi umum
Perorangan Dinas atau | menurut jenis dan sifatnya
Kendaraan Dinas sesual dengan prosaedur dan
Jabatan kelentuan yang berlaku 5
5 | Terpeliharanya Jumiah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
Pemeliharaan/Rehabilit = sura/dokumen/berkas |
asi Sarana dan bidang pengadministrasian ‘
Prasarana Gedung umum yang di keiola ]
Kantor atau Bangunan i
Lainnya | i
L Rala-rote Capalan = 100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai

berikut

# Selaras dan koordinasi yang baik antara atasan langsung dan pelaksana;
# Tercukupinya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 100% dengan
kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Perkantoran Triwulan IV
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Terus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 2 |Januari 2026

Mengetahul
KEPALA SUBBA& UMUM DAN PENGADMINISTRAS] PERKANTORAN

NIR, / 0670 199603 1 003 NIP. 19830529 200901 1 009
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

Operator Layanan Operasional

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Operator Layanan
Operasional Triwulan IV Tahun 2025 dapat disclesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN}. Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Operator Layanan Operasional mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil
yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Sebagai media akuntabilitas kineria,
melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Operator Layanan Operasional melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026
Operator Layanan Operasional

Bligﬂ&.[!ﬂﬂﬂ

Pengatur
NIP. 19750514 200701 1 009
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Operator Layanan

Operasional Triwulan IV Tahun 2025 mempunyai uraian tugas jabatan adalah

sebagai berikut:

1

Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, aki, lampu,
mesin radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat
dikendarai dengan baik .

Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin.

Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan
luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.

Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang
berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat.

Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasional secara
layak.

Melaksanakan tugas caraka secara tepat waktu,

Laparan Kinerja Triwulan IV Operator Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Operator Layanan Operasional, sebagaimana gambar 1.1

dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEFALA DINAS

SEMRETARIAT

|

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JASATAN
FLINGSIDNAL

BIDANG PEMBERDATAAN BIDANG KELEMBAGAAN
PEREMPUAN, PEMENUHAN ] MAASY ARAKAT DAN
HAK AMAK DAN it PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN PEREMPLUAN [ MASYARAKAT
DAN ANAK i
|
SUB KDORDINATOR DAN | SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JARATAN [ ] KELOMPOK [ABATAN
FLINGSIONAL FUNGSONAL

SUB BAGIAN PERENCANABN,
EVALUASI DAN KELANGAN

BENDAHARA

PENYLISLIN PROGRAM
ANGGARAN DAN
PELAPORAN

PENGADMINISTRASI
KELIANGAN

uFTD

Laporan Kinerja Triwulan [V Operator Loyanan Operasional Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025




BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja

Tahun 2025

B |
NO Uraian Tugas Indikator Kinerja Target

1 Terlaksananya pemelihara | Jumlah hari pemeliharaan | 240 Hari Kegiatan

kendaraan dinas kendaraan dinas '

2 Terlaksananya kegiatan Jumlah kegiatan' o 240 Hari Kegiatan
mengemudi kendaraan mengemudi kendaraan
dinas dinas

3 Melaksanakan tugas caraka | Jumiah melaporkan hasil 12 Bulan
secara tepat waktu pelaksanaan tugas sesuai

dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan

evaluasi dan

pertanggungjawaban
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B. Capalan Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan [V
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.

1. Apabhila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= Reslisad 1009
Targer

2, Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= -Z25E2£ x 100%

Eaa ieemi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian

dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

90.1 s.d. lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasl]
75,18d.90 Tin Berhasil
65.1s5d. 75 Sedang / Cukup Berhasi
50,1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan

IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan IV Tahun 2025

No | Uraian Tugas Indikator Kinerja T:Eﬁi S?;E;tj I;:?!III;::?[ cap?:I -
Dengan Dengan
Triwulan | Triwulan
I\ v
1 [Terlaksananya umlah hari pemeliharaan 120 Hari| 30Hari | 25Hari | 100%
pemelihara kendaraan tendaraan dinas Kegiatan
dinas
2 A[:er#aksananya Jumlah kegiatan 120 Hari | 30 Hari 30 Hard 100 %
egiatan mengemudi mengemudi kendaraan | Kegiatan
kendaraan dinas dinas |
3 |Melaksanakan tugas Jumlah melaporkan hasil |12 Bulan| 3 Bulan 3 Bulan 100 %
caraka secara tepat  pelaksanaan tugas sesual |
waktu dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan
evaluasi dan
pertanggungjawaban
Rata-rata Capaian | 100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai

berikut :

1. Ketepatan waktu melaksanakan perintah di OPD

2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadinya gangguan pada Mesin Kendaraan Dinas

2. Macet dijalan menyebabkan penghambat pelaksanaan kegiatan yang sedang

dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan [V

selanjutnya adalah sebagai:

1. Di perlukan Perbaikan pada mesin kendaraan dinas setiap bulan.
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BAB II1
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Operator Layanan Operasional adalah sebesar 100 %

dengan kategori Tinggi/ berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Operator Layanan Operasional

Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan pada Mesin Kendaraan Dinas dilakukan secara rutin agar
pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendali.

2. Pertanggungjawaban kegiatan agar sesuai dengan target yang telah di

rencanakan,

Pekalongan, 2 Januari 2026

Operator Layanan Operasional

NIP. 19750514 200701 1 008
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner



KATA PENGANTAR

Puji syukur kaml panjatkan kehadirat Allah SW'I' karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKJ) Analis Kebijakan Ahli Pertama Triwulan IV
Tahun 2025 dapat diselesalkan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK]) sebagal baglan dari
Sistem Akuntabllitas Kinerja Instansl Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang balk (good governance), mendorong
peninghkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal Inl sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawal Negeri Sipll pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Ahli Pertama mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan Inl juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja, Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahul tingkat efektivitas dan efesiens! kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026
Analis Kebijakan Ahli Pertama

-r""'f
Dita Ratri Arni, SE
NIP.19851012 202521 2 028
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 34
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor B0
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anmak.
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan
Perempuan dan Anak. Mempunyal tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam
rangka pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang
berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama, sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih linggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalul perjanflan kinerfa, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia

Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama Tahun 2025

adalah sebagal berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama Tahun 2025
No | Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Terkelolanya Data Pilah | Jumlah dokumen Data Pilah| 1 Dokumen
Gender dan Anak Gender dan Anak yang dikelola.
2. | Tersusunnya dokumen | Jumlah dokumen layanan| 1 Dokumen

layanan  operasional
Pusat  Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA)

operasional Pusat Pembelajaran
Keluarga yang disusun.

Penjelasan Tabel 2.1

1. Terkait Indikator Kinerja pertama yakni Jumlah dokumen Data Pilah Gender dan
Anak yang dikelola terdiri dari bidang Statistk umum, Polittk dan hukum,
kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, Perlindungan Perempuan dan Anak,

Keluarga Berencana, Permades, Kelautan dan Kelembagaan yakni target

kinerjanya berjumlah 1 dokumen.
2. Terkait Indikator Kinerja kedua jumlah Dokumen layanan operasional Pusat

Pembelajaran Keluarga target kinerjanya berjumlah yakni 1 dokumen.
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B. Capalan Kinerja
Pengukuran capalan Analls Kebijakan Ahll Pertama IV Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan reallsasl Indikator
kinerja leegiatan,
1. Apablla semakin tinggl realisasl menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjulkan makin rendahnya kinerja, rumus ;

Capalan Indikator Kinerja = Realisast -y 10004
Target

2. Apablla semakin tinggl realisasl menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = T2EL.  x 100%
Pealisaxl

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan Interpretasi penllalan dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategorl
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.15.d.90 Tinggl / Berhasll

65.1s5.d. 75 Sedang / Cukup Berhasll

50.1 5.d. 65 Rendah / Tidak Berhasll

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama Triwulan IV Tahun
2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

- Loperan Kinerfa Triwulan IV Analis Kebifakan Ahll Pertama | DPMPPA Kota Pekalongon 2025
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama

Triwulan IV Tahun 2025
%
Sasaran : Target Target Realisasl | Capaian
e Sub Kegiatan Indikator Kiserjy Tahunan TWIV TWIV
1 | Terkelolanya Data | Jumlah dokumen Data| 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 100%
Pilah Gender dan | Pilah Gender dan Anak
Anak yang dikelola
2 | Tersusunya Jumlah dokumen 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 100%
dokumen layanan layanan operasional
operasional Pusat Pusat Pembelajaran
Pembelajaran Keluarga yang disusun
Keluarga
(PUSPAGA)
Penjelasan Tabel 2.3.

1. Pembuatan Profil Data Pilah Gender dan Anak dengan data yang bersumber darl
Data Anak Tidak Sekolah [ATS), Data Pusat Terpadu Kota Pekalongan (PUSAKA),
Data Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Data PUSPAGA Kota Pekalongan dan
Data Pekalongan Dalam Angka.

2. Catatan : masih menjadi kasir dan mengerjakan kegiatan kasir pada sub kegiatan
koordinasi pelaksanaan layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
(AMPK).

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai

berikut :

1. Data Pilah Gender dan Anak Kota Pekalongan beririsan dengan Data yang ada di
Kota Pekalongan yaitu seperti yang terdapat dalam Pusat Data Terpadu Kota
Pekalongan (PUSAKA)/

2. Dokumen Layanan Operasional Pusat Pembelajaran Keluarga dapat segera
didokumentasikan setelah pemberian layanan pendampingan PUSPAGA.

IR ovoon Kinerfa Tiwuian IV Analis Kebijokon Ahli Pertama | DPMPPA Kota Pekalongan 2025
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Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan koordinasi baik dengan pihak plhak internal OPD seperti
Kepala Bidang dan pihak eksternal OPD seperti Dinas / Instansi Penyedia Data
Pilah Gender dan Anak.

2. Lebih mencermati terkait dengan pendokumentasian Data PUSPAGA.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama adalah sebesar 100%

dengan kategori Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Kebijakan Ahli Pertama

Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada

indikator kinerja organisasi.
Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Analis Kebijakan Ahli Pertama

1 r

Qj} el
ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19851012 202521 2 028
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan
Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat wakiu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance), mendorong
peningkatan pelayanan pubilik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun oufcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Winda Riza Pratiwi,SE
Pangkat/Gol. IX
NIPPK. 18910102 202421 2 008
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 03 Tahun 2024 tentang

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama mempunyal uraian

tugas jabatan adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan ldentifikasi;
2. Pengumpulan data dan informasi pemberdayaan masyarakat,

3. Melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan komitmen perubahan

masyarakat.

B. Struktur Jabatan
Struktur  organisasi  jabatan Penggerak  Swadaya — Masyarakat

sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
EADAH EUELAN GROANTEAS]

DGR PEMBERDAYAXN MASYARATAT PEREMPN DUN
PERLIRDAN ALK,

HEPALA DINAS
SEIRETARAT
|
IETL L] SBAGUN PERENCANAMN SUBBAGIAN UNUM AN
b= RELCRMPOK IMBATAN = EVALLIS, DN FERLEMEAN REFELERAILY
H o ORNGINL
HERER
HOANG VELENAGAAN BOANG PENGERDATALY
MSHARAIAT DAN SEAEMPLIAN, PENEAN AN HAR
PEMBERTAVAAN A 4N AL
MASTARATAT FEREMPLILN DA AN
WL
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertal dengan indikator kinera.
Melalui penjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun pernjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Tahun 2025
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerna Target

1 [Tersusunnya Dokumen Kerja  Jumlah Dokumen Kerja

Sama Antar Desa dengan Pihak Sama Antar Desa dengan

Ketiga dalam Kabupaten/Kota  Pihak Ketiga dalam Hinamen
Kabupaten/Kota
2 [Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong  [Fasilitasi Bulan Bhakti 1 Laporan
Royong Masyarakat Gotong Royong Masyarakat
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan [V

Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja rumus:

Capaian Indikator Kinerja=

Targert

Realizam

x 1009

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja= —2E®_  x1000%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesual

Permendagri

pengukuran dengan skala ordinal yaitu -

No54 Tahun 2010, menggunakan

interpretasi

Tabel 2 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

penilalan dengan

Skala Ordinal Predikat/Kategori
90.1 s.d lebih Sangat Tinggl’ Sangat Berhasil
iH.1sd B0 Tinggi/Berhasil
b6h1sd b Sedang/Cukup Berhasil
.1 s5.d bo mendan/ | idak Berhasil
Osd. 50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan |l

Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini

Fengukuran Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Trnwulan Ill Tahun 2025

Tabel 2.3

Realisasi
; ! ) Target Do
Mo Uraian Tugas Indikator Kinena Tahunan | Twi |Twi ! Twm | Twiv | Capaian
1 [Tersusunnya Jumiah Dokumen
Ciokumen Kena Kera Sama Antar 4 ] ; 3 ; 100
Sama Antar Desa  Desa dengan Pihak |Dokumen
dengan Pihak Ketiga Ketiga dalam
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Realisasi

, - ) Target (74
Mo Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan | Twi |Twinl Twm | Twiv | Capaian
dalam Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 [Tersusunnya Jumlah Laporan Hasll
|aporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti
Fasilitasi Bulan Gotong Royong 1laporan| - - 1 } 100
Bhakti Gotong Masyarakat
Royong Masyarakat
Rarta-rata Capaian 100
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Triwulan |V adalah
sebesar 100 % dengan kategori "Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil". Artinya capaian
kinerja mencapai target yang telah ditetapkan

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penggerak Swadaya
Masyarakat Triwulan [V Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 02 Januari 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

A

£ oA VY
(A1
Winda Riza Pratiwi.SE
NIPPK. 19910102 202421 2 008
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pekerja Sosial Triwulan IV Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), menderong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Pekerja Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupin outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusup untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pekerja Sesial melalui
pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang
telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026

PEKERJA SDSML AHLI PERTAMA
DPMPPA KOTA PEKALONGAN,

Penata Muda
NIP. 19980706 202504 2 004

Laporan Kinerja Triwulan IV Pekerjo Sosial | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Analg, 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Pekerja Sosial,
dalam melaksanakan tugasnva bertanggungjawab kepada HKepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan
Anak (P3HAPZA), mempunyvai tugas melakukan kegiatan home visit dan asesmen,
serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan pelayanan Anak
Memerlukan Perlindungan Khusus dan Perempuan Korban Kekerasan.
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pekerja Sosial, sebagaimana gambar 1.1
dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

RGN N ARt
SHAH ORI AN ST FEREMA DL
FEETIEASAN Al

HIbELA i

ST R

—_——_-I:' | gy e, LG A S
[] LN | P, DR R

ol
e e T S
|
S S EMBEGAAN I PRSI AL
NASTRAGRAT TN P, PEURAHE WL
FEMEETATAY 5HE A PR
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen wang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi vang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan vang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yvang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pekerja Sosial pada Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pekerja Sosial
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Terlaksananya kegiatan home Jumlah kegiatan home visit dan [ 1 Kegiatan
visit dan asesmen bagi Anak asesmen kebutuhan pada
Memerlukan Perlindungan layanan Anak Memerlukan
Khusus pada layanan UPTD PPA | Perlindungan Khusus
sesuai dengan ketentuan Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
hasil asesmen kebutuhan pada
lavanan Anak Memerlukan

Perlindungan Khusus

2 | Terlaksananya kegiatan home Jumlah kegiatan home visit dan 1 Kegiatan
visit dan asesmen bagi asesmen kebutuhan pada

Perempuan Korban Kekerasan | layanan Perempuan Korban

pada lavanan UPTD PPA sesuai | Kekerasan

dengan ketentuan

Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
hasil asesmen kebutuhan pada

layanan Perempuan Korban

Kekerasan

3 | Terlaksananya monitoring dan | Jumlah kegiatan monitoringdan = 1 Kegiatan
evaluasi penyelenggaraan evaluasi layanan Perempuan
pelavanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

2 Laporanr Kinerja Triwulan IV Pekerja Sosial | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

Korban Kekerasan di UPTD PPA | Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
sesuai dengan kebutuhan kegiatan monitoring dan

evaluasi layanan Perempuan

Korban Kekerasan

4 | Terlaksananya monitoring dan | Jumlah kegiatan monitoring dan [1 Kegiatan

evaluasi penyelenggaraan evaluasi layanan Anak
pelayvanan bagi Anak Memerlukan Perlindungan
Memerlukan Perlindungan Khusus
Khusus di UPTD PPA sesuai : - 1
g Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
engan kebutuhan : =
kegiatan monitoring dan
evaluasi layanan Anak
Memerlukan Perlindungan
Khusus

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pekerja Sosial Triwulan IV Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator
kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginva kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjuklkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Be2lias 10004
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnva kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginva kinerja, digunakan

rumaus :

Capaian Indikator Kinerja= —=2=_  x 100%

Realisas:

CAPATAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

3 Laporanr Kinerja Triwulan IV Pekerja Sosial | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

~ SkalaOrdinal Predikat / Kategori
90.1 =.d. lehih Sangat Tingei [ Sangat Berhasil
79.1=d.90 Tinggi / Berhasil
62.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 SapgatRendah { Sangst TidalcBerhasdl

Adapun capaian kinerja Pekerja Sosial Triwulan IV Tahun 2025
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Pengukuran Kinerja Pekerja Sosial

Tabel 2.3

s.d. Triwulan IV Tahun 2025

Target Realizasi
¥ S i Hami | Indikator Target - U4
0 | - Sasaram:suh Reglatan Kinerja | tahuman | TW | TW | TW | TW | Tw | TW | TW | TW | Capajan
I Il m | w I I m |

Terlaksananya kegiatan 123
home visit dan asesmen {:.Jegiatan 1 i atan ) _ . 1 . . . 1 100%
bagi Anak Memerlukan | Regl

1 Perlindungan Khusus |
pada layanan UPTD
PPA sesuai dengan wﬁﬁesaian 8 Bulan - 2 3 3 - = - g 100%;
ketentuan peny
Terlaksananya kegiatan | Jumilzh 1 1 1 100
home visit dan asesmen | Kegiatan Kegiatan | ) ) ) i ) &
bagi Perempuan

2 Korban Kekerasan pada |
layanan UPTD PPA
sesuai dengan Waktu ) - - -
i penyelesaian § Bulan 2 3 3 g 100%
Terlaksananya
mﬂmtmfmg dan jum_l.a}l 1 _ ) _ _ ~ _ = 5 1 100%,
evaliasi kegiatan Kegiatan
penyelengzaraan

3 pelayanan bagi
Perempuan Korban
I{eker_asau di UPTD FPA | Waktu . 2 Bulan ) 2 3 3 - - . 5 100%
sesual dengan penyelesaian
kebutuhan
Terlaksananya
monitoring dan Jumlzh 1
evaluasi kegiatan Kegiatan | ) ) ) ) i ) : A
penyelengzaraan

4 | pelayanan bagi Anak
Memerhikan
Perlindungan Khusus di | Waktu 3 - - ) g,
UPTD PPA sesuai penyelesaian BHikan ? : : ° 100
dengan kebutuhan

Rata-rata Capaian 100%¢

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli

Pertama dengan kategori "Berhasil"”.

Catatan bagi Pekerja sosial Ahli Pertama untuk capaian kinerja triwulan IV saat ini

berfokus pada hasil akhir vaitu : terlaksananya lima layanan home visit dan asesmen,

serta terlaksananya empat layanan monitoring dan evaluasi bagi Anak Memerlukan

Perlindungan Khusus

pada

lavanan UPTD PPA Kota Pekalongan. Pada
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penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, telah terlaksananya
empat layanan home visit dan asesmen, serta terlaksananya empat lavanan

monitoring dan evaluasi.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Triwulan
IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut ;
1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;
2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras

dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

yang akan dicapai.
Pekalongan, 02 Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Pe Wﬂk Anak, Perlindungan Pekerja Sosial Ahli Pertama
@nxdan Anak
&

' SIA PERTI ;
NIP. 19980706 202504 2 004
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PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas
kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penata
Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026

PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMPPA KOTA PEKALONGAN,

1]
Penata Muda
NIP. 19990811 202504 2 003

Laporan Kinerja Triwulan IV Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Penata Kelola
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang P3HAPPA,
mempunyai tugas melakukan analisis dan telaah kebijakan yang berkaitan dengan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta menyusun rekomendasi
kebijakan.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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D 1l
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 _ 3 4
1 | Tercapainya penyelenggaraan layanan | Jumlah dokumen penyelenggaraan 8 dokumen
penerimaan kasus, penyajian data, layanan
dan case conferences
2 | Tercapainya penyelenggaraan layanan | Jumlah dokumen penyelenggaraan 8 dokumen
pendampingan hukum layanan

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Bealisasi  y 1009,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
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rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 8. x 100%

Realizan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
| 75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
| 65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan IV Tahun 2025

Target Realisasi
. Target Capal
Sasaran sub Kegiatan mmd::lft:r tahuna | o | qw | TW | TW | TW [TW | TW | TW | *°
L I Il m | w 1| i m | w
Tercapainya jumlah 8
penyelenggaraan dokumen dokume - - - B - - - 8| 100%
layanan penerimaan | penyelengg n
kasus, penyajian data, | araan
dan case conferences layanan
Tercapainya Jumlah 8 - - - B - - - |B 100%
penyelenggaraan dokumen dokume
layanan pendampingan | penyelengg n
hukum araan
layanan
Rata-rata Capaian 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penata Kelola

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kategori "Berhasil”.
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Latatan;

Kegiatan yang dilakukan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak
dalam Triwulan IV adalah: Pelayanan penerimaan pengaduan/laporan,
penjangkauan korban, pemberian Informasl tentang hak korban, fasilitasi layanan
Kesehatan, psikologi, hukum, penampungan sementara, menginput data kekerasan
UPTD PPA, dan SIMFONI Kemen PPA,
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BAB I1I
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capalan kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capalan kinerja sebesar 100%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penata Kelola
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :
1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah

ditetapkan;
2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

yang akan dicapai;
Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui

Kepala Bidang P3HAP2A . Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
el dan Perlindungan Anak

o

I
(,_L; '
ND s NURUL LATIFAH, S.H.
NIP, 19800512 200512 2 020 NIP. 19990811 202504 2 003
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